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Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai ketentuan 
larangan kepemilikan saham silang (share cross ownership) antar perusahaan 
telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; kasus 
kepemilikan saham silang yang dilakukan oleh Temasek Holdings pada PT  
Telkomsel dan PT Indosat Tbk terkait dengan larangan kepemilikan saham silang 
antar perusahaan telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999; putusan KPPU terhadap kasus kepemilikan saham silang yang dilakukan 
oleh Temasek Holdings pada PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 
deskriptif. Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Untuk mengumpulkan 
data sekunder digunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, 
menganalisis, dan mencatat dokumen. Teknis analisis yang digunakan bersifat 
kualitatif. Sifat dasar analisis ini bersifat induktif, yaitu cara-cara menarik 
kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke arah hal-hal yang bersifat umum. 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak 
mengatur secara eksplisit mengenai larangan kepemilikan saham silang (share 
cross ownership) antar perusahaan telekomunikasi, namun secara interpretasi luas 
sebenarnya terdapat larangan kepemilikan saham silang apabila kepemilikan 
saham tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat. Apabila kepemilikan saham tersebut tidak mengakibatkan praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka kepemilikan saham tersebut 
diperbolehkan. Hal tersebut diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yaitu mengenai larangan dalam 
penyelenggaraan telekomunikasi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara 
telekomunikasi. Kepemilikan saham silang antar perusahaan telekomunikasi 
melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
yaitu pada Pasal 36 ayat (1) yang mengatur mengenai larangan kepemilikan 
saham silang oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak secara konkrit mengatur mengenai 
kepemilikan saham silang, tetapi hanya mengatur mengenai kepemilikan saham 
pada para pelaku usaha, namun pada Pasal 27 terdapat dua perspektif untuk 
menentukan ada tidaknya kepemilikan saham silang, yaitu perspektif minimalis 
dan maksimalis. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian-pembuktian terhadap 
kasus yang terkait dengan adanya kepemilikan saham silang, karena sifatnya 
 
 
masih Rule of Reason, yaitu dituntut adanya pembuktian bahwa perbuatan tersebut 
menimbulkan kerugian sosial. 
Kasus kepemilikan saham silang yang dilakukan Temasek Holdings terjadi 
melalui dua anak perusahaannya, yakni Singapore Telecomunications Ltd. (Sing 
Tel) memiliki 35% saham di Telkomsel dan Singapore Technologie Telemedia 
Pte. Ltd. (STT) menguasai 40,77% saham Indosat. Dengan penguasaan terhadap 
PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk, Temasek menguasai 89,61% pangsa pasar 
industri telekomunikasi di Indonesia. Putusan KPPU terhadap kasus kepemilikan 
saham silang oleh Temasek Holdings menyatakan bahwa Temasek Holdings 
terbukti melakukan kepemilikan saham silang yang melanggar Pasal 27 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Penelitian Hukum ini mempunyai Implikasi Yuridis, yaitu diperlukan 
revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pada Pasal 27 tentang 
Kepemilikan Saham, karena pada Pasal 27 tersebut belum terdapat aturan yang 
konkrit mengenai larangan kepemilikan saham silang. Oleh karena itu, pada Pasal 
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A. Latar Belakang Masalah 
Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dan merupakan 
kebutuhan pokok dalam kehidupan, karena manusia membutuhkan interaksi 
dan komunikasi dengan manusia lain. Oleh karena itu, ketersediaan 
kemudahan berkomunikasi sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk itulah 
diperlukan adanya sistem komunikasi yang mampu memenuhi kebutuhan 
masyarakat tersebut. Hak atas informasi dan komunikasi dijamin dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F (Amandemen keempat UUD 1945) 
yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis 
saluran yang tersedia. 
Berdasarkan Penjelasan atas RPJP Tahun 2005-2025, persaingan yang 
makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan 
dalam penguasaan dan penerapan Iptek dalam rangka menghadapi 
perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka 
meningkatkan kemampuan Iptek nasional, tantangan yang harus dihadapi 
adalah meningkatkan kontribusi Iptek untuk meningkatkan kemampuan dalam 
memenuhi hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan 
kesehatan dasar, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan Iptek 
dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya Iptek di kalangan 
masyarakat; meningkatkan komitmen bangsa terhadap perkembangan Iptek; 
mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi 
bencana alam; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya 
Iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan Iptek. 
 
 
Era globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan kebutuhan 
masyarakat yang makin meningkat untuk mendapatkan akses informasi 
menuntut adanya penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan pembangunan 
pos telematika. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara pendidikan dan 
teknologi informasi serta sektor-sektor srategis lainnya, walaupun 
pembangunan pos dan telematika saat ini telah mengalami berbagai kemajuan, 
informasi masih merupakan barang yang dianggap mewah dan hanya dapat 
diakses dan dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. Oleh sebab itu, tantangan 
utama yang dihadapi dalam sektor itu adalah meningkatkan penyebaran dan 
pemanfaatan arus informasi dan teledensitas pelayanan pos telematika 
masyarakat pengguna jasa. Tantangan lain adalah konvergensi teknologi 
informasi dan komunikasi yang menghilangkan sekat antara telekomunikasi, 
teknologi informasi, penyiaran, pendidikan, dan etika moral. 
Dengan didirikannya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam 
bidang telekomunikasi tentunya akan mempermudah masyarakat untuk 
mendapatkan sarana komunikasi. Masyarakat akan mendapatkan banyak 
pilihan, sehingga mereka dapat menentukan pilihan sesuai dengan 
kebutuhannya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut akan bersaing 
dalam mendapatkan pelanggan atau pengguna jasa telekomunikasi. 
Perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang didirikan di Indonesia 
berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Perusahan yang berbadan 
hukum PT adalah perusahaan yang memiliki modal dari para penanam modal 
yang terbagi atas saham-saham. Kata ”Perseroan” menunjukkan pada 
modalnya yang terdiri atas saham (sero), sedangkan kata ”Terbatas” menunjuk 
kepada tanggungjawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal 
saham yang diambil bagian yang dimilikinya. Perusahaan-perusahaan tersebut 
tentunya membutuhkan modal yang sangat besar untuk menjalankan kegiatan 
usahanya. Modal yang sangat besar tersebut didapatkan dari investasi para 
penanam modal. Investasi dapat berasal dari investasi dalam negeri ataupun 
berasal dari investasi asing. Perusahaan yang berbadan hukum PT 
 
 
memungkinkan terjadinya kepemilikan saham silang (share cross ownership). 
Pemilik modal yang menanamkan modalnya di suatu perusahaan dapat 
menanamkan modalnya di perusahaan lain baik yang berdiri sendiri atau 
tergabung di dalam group. 
Berdasarkan RPJP Tahun 2005-2025, investasi diarahkan untuk 
mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara 
berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang 
menarik; mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing 
perekonomian nasional; serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan 
pendukung yang memadai. Investasi yang dikembangkan dalam rangka 
penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya 
untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat. Dengan demikian diharapkan 
terciptanya iklim investasi yang baik dalam berbagai sektor terutama pada 
sektor telekomunikasi dan tidak adanya praktek monopoli yang 
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.  
Telekomunikasi, pada umumnya, mempunyai dimensi global 
meskipun bobot tanggungjawabnya berada di ruang lingkup nasional. Hal ini 
disebabkan oleh sifat telekomunikasi itu sendiri yang inheren dengan 
jangkauan jarak jauh, sehingga mempunyai implikasi global, sedangkan wujud 
dan bentuk akhirnya sebagian besar ditentukan oleh lingkungan dan kebijakan 
nasional secara makro. Dewasa ini pemerintah telah mengambil langkah 
penting dalam mereformasi penataan telekomuniksi di Indonesia. 
Berdasarkan Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang 
Telekomunikasi Indonesia, dinyatakan bahwa tujuan kebijakan pemerintah 
untuk melaksanakan reformasi telekomunikasi adalah sebagai berikut :  
1. Meningkatkan kinerja telekomunikasi dalam rangka mempersiapkan 
ekonomi Indonesia menghadapi globalisasi yang secara konkret 
diwujudkan dalam kesepakatan WTO, APEC, dan AFTA untuk 
menciptakan perdagangan dunia yang bebas. 
 
 
2. Melaksanakan liberalisasi telekomunikasi Indonesia sesuai dengan 
kecenderungan global yang meninggalkan struktur monopoli dan beralih 
ke tatanan yang mendasar persaingan. 
3. Meningkatkan transparansi dan kejelasan proses pengaturan (regulasi), 
sehingga investor mempunyai kepastian dalam membuat rencana  
penanaman modalnya. 
4. Memfasilitasi terciptanya kesempatan kerja baru di seluruh wilayah 
Indonesia. 
5. Membuka peluang penyelenggara telekomunikasi nasional untuk 
menggalang kerjasama dalam skala global. 
6. Membuka lebih banyak kesempatan berusaha, termasuk bagi usaha kecil, 
menengah, dan Koperasi. 
Pada hakikatnya, program reformasi telekomunikasi dilakukan karena 
faktor-faktor eksternal yang berpengaruh langsung, antara lain kemajuan 
teknologi telekomunikasi dan informatika yang dramatis sekali, globalisasi 
ekonomi yang telah menempatkan telekomunikasi selain sebagai jasa yang 
diperdagangkan, juga sebagai sarana vital bagi sebagian besar jasa lainnya, 
sehingga pengaturan telekomunikasi menjadi bagian dari perdagangan dunia 
WTO dan kehadiran masyarakat informasi yang menempatkan informasi 
menjadi faktor produksi yang amat strategis, sehingga pemanfaatannya benar 
merupakan penentu daya saing suatu ekonomi. 
Dalam Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi juga 
diatur bahwa reformasi telekomunikasi Indonesia adalah pembaruan kebijakan 
yang meliputi restrukturisasi semua tatanan yang relevan. Terdapat tiga aspek 
pokok pembaruan, yaitu : 
1. Menghapuskan bentuk monopoli yang memungkinkan timbulnya 
persaingan dalam semua kegiatan penyelenggaraan dan mencegah 
penyelenggaraan yang memiliki kekuasaan pasar (market power) yang 
besar melakukan tindakan yang bersifat antipersaingan. 
 
 
2. Menghapuskan diskriminasi dan retriksi bagi perusahaan swasta besar 
maupun kecil dan Koperasi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan 
jaringan dan jasa telekomunikasi (dengan perkataan lain : dalam investasi 
dan/ atau operasi di bidang telekomunikasi). 
3. Mengkhususkan peran pemerintah sebagai pembina yang terdiri atas 
pembuatan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian 
penyelenggaraan telekomunikasi serta memisahkannya dari fungsi operasi. 
Kehadiran perangkat regulasi dimaksudkan sebagai pengaturan untuk 
melindungi kepentingan konsumen jasa telekomunikasi dalam hal kualitas 
pelayanan yang diterima, harga yang harus dibayar, dan pilihan yang didapat,  
selain itu mendorong dan memastikan kelangsungan persaingan yang sehat, 
berlanjut dan setara dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Adapun 
keinginan untuk mendorong pemerataan liputan jasa telekomunikasi ke 
seluruh wilayah Indonesia. Hal terpenting yang menjadi tujuan regulasi 
telekomunikasi masa depan Indonesia adalah terbukanya peluang dan 
meningkatnya partisipasi swasta (masyarakat) dalam investasi dan operasi 
dalam bidang telekomunikasi, temasuk membuka kesempatan usaha bagi 
perusahaan menengah, kecil, dan Koperasi. Hal ini merupakan kesempatan 
yang baik bagi masyarakat Indonesia, walaupun belum jelas bagaimana tata 
aturan kesempatan usaha yang dimaksud. Jika kesempatan itu diterjemahkan 
dalam bentuk mekanisme pasar modal, perlu suatu prasyarat khusus yang 
melindungi hak dan kesempatan warga negara Indonesia terhadap prosedur 
kepemilikan saham tersebut. Hal ini penting karena jika tidak ada perlindngan 
khusus, mungkin saja tercipta kondisi di mana kepemilikan saham akan 
dikuasai oleh investor asing, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
sehingga memungkinkan terjadinya kepemilikan saham silang (share cross 
ownership).   
Setelah tadinya pemerintah memberikan izin investasi asing di sektor 
telekomunikasi hingga 95%, namun sekarang jatah tersebut akan dipangkas 
menjadi tinggal 49% saja. Aturan tersebut sudah ada dalam draf final Daftar 
 
 
Negatif Investasi (DNI) yang disusun oleh Departemen Perdagangan yang 
isinya membatasi pemodal asing di bidang telekomunikas tidak boleh lebih 
dari 49%. Pengusaha asing menguasai yang 50% lebih di sektor ini harus 
menguranginya secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga telah sepakat untuk menerima 
pembatasan kepemilikan asing di perusahaan telekomunikasi hingga 35%. 
Kesepakatan negara ASEAN juga hanya 40% (Agus. S Riyanto, dkk. Asing 
Didamba, Asing Dipangkas. www.Majalahtrust.com). Pembatasan investasi 
asing dilakukan untuk mencegah adanya monopoli dari pihak asing dan untuk 
menumbuhkan industri lokal, selain itu apabila kepemilikan asing tidak 
dibatasi juga akan menimbulkan kepemilikan saham silang. Adanya 
kepemilikan saham silang dilarang dalam dunia usaha.  
Yang tengah terjadi adalah kepemilikan saham silang oleh Temasek 
Holdings. Temasek Holdings yang berdiri pada tahun 1974 merupakan 
perusahaan besar dari Singapura. Dua anak perusahaannya, yakni Singapore 
Telecomunications Ltd. (Sing Tel) dan Singapore Technologie Telemedia Pte. 
Ltd. (STT) memiliki saham di dua perusahaan telekomunikasi di indonesia. 
Sing Tel saat ini memiliki 35% saham di Telkomsel dan STT menguasai 
40,77% saham Indosat. Kedua perusahaan tersebut 100% sahamnya dimiliki 
Temasek. Padahal, pangsa pasar telepon seluler di Indonesia didominasi oleh 
Telkomsel dan Indosat, hingga 84,4%. Dengan penguasaan terhadap dua 
operator dengan share market terbesar di Indonesia itu, lembaga riset Indef 
menghitung, Temasek diperkirakan menguasai 89,61% pangsa pasar industri 
telekomunikasi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan adanya persaingan 
usaha tidak sehat (Agus. S Riyanto dan Teddy Unggik. Uniquely Singapore’s 
Business. www.Majalahtrust.com). 
Temasek Holdings telah melanggar Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat yaitu mengatur mengenai kepemilikan saham. Pada prinsipnya tidak ada 
larangan bagi siapapun untuk memiliki saham di setiap perusahaan. Adanya 
 
 
larangan mengenai kepemilikan saham silang dianggap tidak sesuai dengan 
perkembangan teknologi karena industri telekomunikasi Indonesia masih 
membutuhkan modal besar yang hanya bisa didapat dari investor asing, selain 
itu jika seorang investor memiliki beberapa perusahaan sekaligus dianggap 
sebagai hasil sinergi dan merupakan strategi industri untuk bertahan dalam 
kancah persaingan global. 
Adanya larangan kepemilikan saham silang dalam perusahaan agar 
tercipta pluralitas dalam kepemilikan (prularity of ownership). Adanya 
pluralitas kepemilikan merupakan hal yang penting untuk mencegah 
terjadinya praktek monopoli dalam bidang telekomunikasi yang hanya 
dikuasai oleh sekelompok orang tertentu saja, sehingga dapat menimbulkan 
persaingan usaha yang tidak sehat di bidang telekomunikasi yang dapat 
merugikan pelanggan atau pengguna jasa telekomunikasi. Menurut Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi juga menegaskan 
bahwa sektor telekomunikasi di Indonesia harus berkompetisi dengan sehat. 
Hal tersebut tercantum pada Pasal 10 yang mengatur mengenai larangan 
praktek monopoli. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam tulisan ini penulis mengambil 
judul penelitian : 
Tinjauan Yuridis Larangan Kepemilikan Saham Silang (Share Cross 
Ownership) Antar Perusahaan Telekomunikasi Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat 
B. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang 
lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti 
berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Perumusan masalah 
merupakan hal yang sangat penting dalam setiap tahapan penelitian. 
Perumusan masalah yang jelas akan menghindari pengumpulan data yang 
 
 
tidak perlu, dapat menghemat biaya, waktu, tenaga penelitian, dan penelitian 
akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai (Abdulkadir Muhammad, 
2004 : 62). 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang 
hendak diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  
1. Bagaimana ketentuan larangan kepemilikan saham silang (share cross 
ownership) antar perusahaan telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat? 
2. Apa kasus kepemilikan saham silang yang dilakukan oleh Temasek 
Holdings pada PT  Telkomsel dan PT Indosat Tbk terkait dengan larangan 
kepemilikan saham silang antar perusahaan telekomunikasi berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? 
3. Apa putusan KPPU terhadap kasus kepemilikan saham silang yang 
dilakukan oleh Temasek Holdings pada PT Telkomsel dan PT Indosat 
Tbk?  
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai 
jawaban atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) dan untuk 
memenuhi kebutuhan (tujuan subyektif). Berdasarkan permasalahan tersebut 
di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Mengetahui bagaimana ketentuan larangan kepemilikan saham silang 
(share cross ownership) antar perusahaan telekomunikasi berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
 
 
b. Mengetahui apa kasus kepemilikan saham silang yang dilakukan  oleh 
Temasek Holdings pada PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk terkait 
dengan larangan kepemilikan saham silang antar perusahaan 
telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. 
c. Mengetahui apa putusan KPPU terhadap kasus kepemilikan saham 
silang yang dilakukan oleh Temasek Holdings pada PT Telkomsel dan 
PT Indosat Tbk. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan 
hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk meningkatkan serta mendalami berbagai materi yang diperoleh 
baik di dalam maupun di luar perkuliahan. 
c. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti 
pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam suatu penelitian tentunya diharapkan akan memberikan manfaat 
yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 
di bidang Hukum Perdata khususnya di bidang Hukum Persaingan 
Usaha mengenai larangan kepemilikan saham silang (share cross 
ownership) antar perusahaan telekomunikasi. 
b. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah. 
 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 
b. Membantu memberikan pemahaman mengenai larangan kepemilikan 
saham silang (share cross ownership) antar perusahaan telekomunikasi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang 
berkepentingan dalam penelitian atau bidang ini. 
E. Metode Penelitian 
Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya 
suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan 
yang hendak dicapai sebelumnya. Dalam menentukan metode mana yang akan 
digunakan harus dilakukan dengan cermat agar metode yang dipilih nantinya 
tepat dan jelas, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 
Metode penelitian merupakan suatu faktor yang penting dan 
menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang dibahas, di mana 
metode merupakan cara utama yang digunakan dengan suatu tujuan mencapai 
tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang dihadapi dengan mengadakan 
klasifikasi yang didasarkan pada pengamatan, dapat ditentukan jenis-jenis 
metode penelitian (Winarno Surakhmad, 1992 : 130). Pengertian metode 
adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran 
suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah (Sutrisno 
Hadi, 1989 : 4). 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisis dan konstruksi yang akan dilakukan secara metodologi, sistematis, dan 
konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. 
Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem. Konsisten adalah tidak adanya 
hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2006 : 
 
 
42). Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu-isu hukum 
yang timbul, dengan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi 
mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud 
Marzuki, 2006 : 41). 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada 
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu 
atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono 
Soekanto, 2006 : 43). Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-
langkah yang dianggap efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah 
mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam 
rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar. 
Berbagai hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang akan 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya adalah merupakan 
penelitian hukum doktrinal/ normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau 
ditujukan untuk mengkaji hukum sebagai norma (Hukum positif dalam 
sistem perundang-undangan, Putusan Pengadilan, Asas Keadilan) (PPH 
Fakultas Hukum UNS, 2007 : 5). 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan 
data sedetail mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang 
terjadi. Maksudnya untuk memperjelas hipotesa-hipotesa agar dapat 
membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam rangka menyusun 
teori baru (Soerjono Soekanto, 2006 : 10). Penelitian derskriptif 
merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-
sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk 
 
 
menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya 
hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat ( 
Amiruddin, 2006 : 25).   
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat 
kualitatif. Dengan menggunakan data yang dinyatakan secara verbal dan 
kualifikasinya bersifat teoritis yang diolah dan hasilnya dikelompokkan, 
diseleksi, dan disusun secara sistematis selanjutnya dikaitkan dengan 
menggunakan metode berfikir deduktif dan/ atau induktif. 
4. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder (secondary data). Data sekunder merupakan data yang diperoleh 
melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, 
laporan, teori, bahan dari kepustakaan, dan sumber-sumber lainnya yang 
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, jadi data sekunder adalah 
data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data yang terlebih 
dahulu dibuat oleh seseorang dalam suatu kumpulan data seperti : 
dokumen, buku, atau hasil penelitian terlebih dahulu dan sebagainya. 
5. Sumber Data 
Berdasarkan jenis data maka dapat ditentukan bahwa sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber 
data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka, 
termasuk di dalamnya literatur, peraturan perundang-undangan, tulisan, 
dan dokumen yang berkaitan dengan hal yang diteliti. 
Sumber data sekunder dalam penulisan hukum (skripsi) ini 
diperoleh dari : ( Soerjono Soekanto, 2006 : 52) 
 
 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang 
terdiri dari :  
1) UUD 1945 Amandemen keempat. 
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. 
3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 
4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 
5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025. 
7) Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 
2004-2009. 
8) Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi 
Indonesia. 
9) Putusan KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi bahan-
bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, 
seperti misalnya, bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, 
makalah, majalah, serta surat kabar. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklomedia, indeks kumulatif, 
dan lain-lain. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Guna mendalami penelitian ini penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa studi kepustakaan/ dokumen, yaitu teknik 
pengumpulan data dengan cara mengkaji substansi atau isi suatu bahan 
hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti (PPH Fakultas 
 
 
Hukum UNS, 2007 : 5). Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
membaca, mengkaji, menganalisis, dan membuat catatan dari literatur, 
seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, surat kabar, 
serta artikel-artikel atau tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti. 
7. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat 
ditentukan tema dan dapat dirumuskan menjadi hipotesis kerja seperti 
yang terdapat di dalam data (J. Lexy Moleong, 2002 : 103). Teknik 
analisis data dalam penelitian penting agar data-data yang sudah 
terkumpul, kemudian dianalisis agar dapat menghasilkan jawaban yang 
dapat dipertanggungjawabkan dari permasalahan. 
Analisis data didasarkan pada metode yang digunakan, yaitu 
metode kualitatif di mana data-data yang terkumpul kemudian diolah dan 
hasilnya dikelompokkan, diseleksi, dan disusun secara sistematis 
selanjutnya dikaji dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan/ atau 
induktif dalam usaha untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian. 
F. Sistematika Skripsi 
Penulisan hukum (skripsi) ini terbagi dalam empat bab yang tiap bab 
terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan 
pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika 
penulisan hukum (skripsi) ini adalah sebagai berikut :  
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 
 
 
BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini diuraikan, pertama mengenai kerangka 
teori yang meliputi : tinjauan tentang monopoli dan 
persaingan usaha; tinjauan tentang Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat; tinjauan tentang 
KPPU; tinjauan tentang telekomunikasi; tinjauan tentang 
kepemilikan saham silang (share cross ownership), kedua 
mengenai kerangka pemikiran. 
BAB III  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini dibahas, pertama mengenai bagaimana 
ketentuan larangan kepemilikan saham silang (share 
cross ownership) antar perusahaan telekomunikasi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Tidak Sehat, kedua mengenai apa kasus kepemilikan 
saham silang yang dilakukan oleh Temasek Holdings 
pada PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk terkait dengan 
larangan kepemilikan saham silang antar perusahaan 
telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat, ketiga mengenai apa 
putusan KPPU terhadap kasus kepemilikan saham silang 
yang dilakukan oleh Temasek Holdings pada PT 
Telkomsel dan PT Indosat Tbk. 
BAB IV  :  SIMPULAN DAN SARAN 








A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha 
a. Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberi arti 
kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan/ atau 
pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh salah 
satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha sesuai pada Pasal 1 ayat 
(1). Sementara yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah 
suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku 
yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/ atau pemasaran atas 
barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan suatu persaingan 
usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum, 
sesuai dalam Pasal 1 ayat (2). 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga 
memberikan arti kepada “persaingan usaha tidak sehat” sebagai suatu 
persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi 
dan/ atau pemasaran barang dan/ atau jasa yang dilakukan dengan 
cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau 
menghambat persaingan usaha sesuai Pasal 1 ayat (6).  
Ada beberapa pengertian monopoli yang diartikan beberapa 
kalangan; Black’s Law Dictionary mengartikan monopoli sebagai ”a 
peveilege or peculiar advantage vested in one or more persons or 
companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a 
particular article, or control the sale of whole supply of a particular 
commodidy” (Henry Champbell Black, 1990 : 696). 
 
 
Secara etimologi, kata “monopoli” berasal dari kata Yunani 
‘Monos’ yang yang berarti sendiri dan ‘Polein’ yang berarti penjual. 
Dari akar kata tersebut secara sederhana dapat didefinisikan bahwa 
monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang 
menawarkan (supply) suatu barang dan/ atau jasa tertentu ( Arie 
Siswanto, 2002 : 18). 
Secara sederhana persaingan usaha (bussiness competition) 
dapat didefinisikan sebagai persaingan usaha antara para penjual di 
dalam merebut pembeli dan pangsa pasar (Arie Siswanto, 2002 : 14). 
Hukum Persaingan Usaha (bussiness competition law) berisi 
ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang 
dilarang (beserta konsekuensi hukum yang timbul) dan ketentuan-
ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan (Arie 
Siswanto, 2002 : 30). Berdasarkan pengertian di atas dapat 
disimpulkan bahwa Hukum Persaingan Usaha merupakan suatu 
ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penegakan hukum 
dalam persaingan usaha, yaitu persaingan antara para penjual di dalam 
merebut pembeli dan pangsa pasar. 
Berbagai istilah yang dikenal dan sering digunakan untuk 
menunjuk instrumen hukum yang mengatur persaingan dan monopoli 
adalah sebagai berikut : ( Arie Siswanto, 2002 : 24,25) 
1) Hukum Antimonopoli atau Undang-Undang Anti Monopoli 
(Antimonopoly law) 
Bahwa Undang-Undang Antimonopoli berisi ketentuan-ketentuan 
untuk menentang atau meniadakan monopoli. 
2) Hukum Antitrust atau Undang-Undang Antitrust (Antitrust law) 
Secara hakiki istilah Hukum Antitrust memiliki pengertian yang 
sama dengan istilah Hukum Antimonopoli. Keduanya dipakai 




3) Hukum Persaingan (Competition Law) 
Hukum Persaingan merupakan instrumen hukum yang menentukan 
tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan, yaitu mengatur 
sedemikian rupa sehingga tidak menjadi sarana untuk mendapatkan 
monopoli. 
4) Hukum Praktek-Praktek Perdagangan Curang (Unfair Trade 
Practices Law) 
Istilah ini secara khusus memberi penekanan pada persaingan di 
bidang perdagangan. 
5) Hukum Persaingan Sehat (Fair Competiton Law) 
Istilah ini memiliki pengertian yang sama dengan Competition 
Law. Bedanya, secara sekilas istilah ini menegaskan bahwa yang 
ingin dijamin adalah terciptanya persaingan yang sehat. 
Dengan melihat beberapa istilah yang telah dikemukakan di 
atas, dapat dikatakan bahwa apapun istilah yang dipakai, semuanya 
berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu : 
1) Pencegahan atau peniadaan monopoli 
2) Menjamin terjadinya persaingan yang sehat 
3) Melarang persaingan yang tidak jujur. 
Istilah yang lebih sering digunakan adalah ”Hukum Persaingan 
Usaha” yang mencakup ketentuan-ketentuan anti monopoli maupun 
ketentuan persaingan dalam bidang usaha. 
b. Teori-Teori Hukum Persaingan Usaha dalam Sejarah 
Dalam hubungan dengan aplikasi dari hukum monopoli, 
dikenal beberapa teori yuridis, yaitu sebagai berikut : (Munir Fuady, 
2003 : 46-50) 
1) Teori Balancing 
Teori Balancing atau teori keseimbangan ini lebih menitikberatkan 
kepada pertimbangan apakah tindakan yang dilakukan seorang 
 
 
pelaku pasar menjurus kepada pengebirian atau bahkan 
penghancuran persaingan pasar atau sebaliknya bahkan dapat lebih 
mempromosikan persaingan tersebut. Teori ini juga 
mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial, termasuk 
kepentingan pihak pebisnis kecil, sehingga teori ini dijuluki 
sebagai teori Kemasyarakatan (populism). 
2) Teori Per Se 
Teori ini lebih menitikberatkan kepada struktur pasar tanpa terlalu 
memperhitungkan kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas. 
Menurut teori ini, pertukaran informasi harga antara pihak 
kompetitor juga dianggap bertentangan dengan hukum 
antimonopoli. 
3) Teori Rule of Reason 
Teori ini lebih luas dari teori Per Se. Teori ini lebih berorientasi 
kepada prinsip efisiensi. Teori Rule of Reason ini diterapkan 
dengan menimbang-nimbang antara akibat negatif dari tindakan 
tertentu terhadap persaingan dengan keuntungan ekonomisnya. 
4) Output Analysis 
Output Analysis atau analisis keluaran ini dilakukan dengan cara 
menganalisis apakah tindakan yang dilakukan pelaku usaha, 
misalnya penetapan harga harga bersama (price fixing) dirancang 
atau mempunyai efek yang negatif terhadap persaingan pasar. 
Dalam hal ini yang dilihat bukan penetapan harga bersama Per Se, 
melainkan yang dilihat adalah efeknya terhadap persaingan pasar. 
5) Market Power Analysis 
Market Power Analysis atau analisis kekuatan pasar ini disebut 
juga dengan analisis stuktural (structural analysis) merupakan 
suatau pendekatan di mana agar suatu tindakan dari pelaku pasar 
dapat dikatakan melanggar hukum antimonopoli, maka di samping 
dianalisis terhadap tindakan yang dilakukan itu, tetapi juga dilihat 
kepada kekuatan pasar atau struktur pasar. 
 
 
6) Ancillary Restraint 
Ancillary Restraint atau doktrin pembatasan tambahan merupakan  
teori yang mengajarkan bahwa tidak semua monopoli atau 
pembatasan persaingan dapat dianggap bertentangan dengan 
hukum. Hanya perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi 
persaingan secara langsung dan segera (direct and immidate) yang 
dapat dianggap bertentangan dengan hukum. Apabila efeknya 
terhadap persaingan pasar terjadi secara tidak langsung atau hanya 
merupakan efek sampingan (tambahan) semata-mata, maka 
tindakan tersebut, meskipun mempunyai efek negatif terhadap 
persaingan pasar, tetap dianggap sebagai tidak bertentangan 
dengan hukum antimonopoli. Sebaliknya jika efeknya (yang 
negatif ) terhadap persaingan merupakan efek langsung, meskipun 
tindakan tersebut tergolong resonable tetap dianggap sebagai 
melanggar hukum antimonopoli. 
7) Rule of Reason yang Dikembangkan   
Banyak usaha-usaha pengembangan terhadap teori Rule of Reason. 
Sebabnya adalah karena Per Se dianggap dapat melarang apa yang 
seharusnya bahkan baik untuk kepentingan persaingan, sehingga 
hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya efek pemberantasan 
antimonopoli yang overdosis. 
8) Teori Per Se Modern 
Di lain pihak, teori Per Se banyak dikembangkan. Misalnya 
terhadap tindakan penetapan harga bersama. Dalam hal ini 
penetapan harga (harga tetap, harga maksimum, atau harga 





c. Ketentuan-Ketentuan Hukum Persaingan Usaha di Luar Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
Beberapa ketentuan yang menyangkut Hukum Persaingan 
Usaha dapat ditemukan di dalam instumen-instrumen hukum sebagai 
berikut : 
1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi  
Pada Pasal 10 mengatur mengenai larangan praktek monopoli. 
Secara lengkap Pasal 10 tertulis : 
(1) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang 
melakukan kegiatan  yang dapat mengakibatakan 
terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat di antara penyelenggara telekomunikasi. 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku. 
2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas 
Pada penjelasan Pasal 126 ayat (1) memuat bahwa penggabungan, 
peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan tidak dapat dilakukan 
apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu dan 
dalam penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan 
harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau 
monopsoni dalam berbagai bentuk dalam masyarakat. 
2. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah 
bahwa Undang-Undang tersebut dibuat dengan tujuan untuk menjaga 
kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang 
kondusif, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 
 
 
serta menciptakan efektifitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha (Ayudha 
D. Prayoga, dkk. 2000 : 49).  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini terdiri dari atas 11 Bab 
dan dituangkan ke dalam 53 Pasal dan 26 bagian, yaitu : 
Bab I  : Ketentuan Umum 
Bab II  : Asas dan Tujuan 
Bab III  : Perjanjian yang dilarang 
Bab IV  : Kegiatan yang Dilarang 
Bab V  : Posisi Dominan  
Bab VI  : Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Bab VII  : Tata Cara Penanganan Perkara 
Bab VIII  : Sanksi 
Bab IX  : Ketentuan Lain  
Bab X  : Ketentuan Peralihan  
Bab XI  : Ketentuan Penutup   
Kandungan substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat meliputi hal-hal sebagai berikut : 
a. Perumusan istilah atau konsep-konsep dasar yang terdapat atau 
dipergunakan dalam Undang-Undang maupun aturan pelaksana 
lainnya, agar dapat diketahui pengertiannya. Pasal 1 memuat 
perumusan dari 19 istilah atau konsep dasar, yaitu pengertian 
monopoli, praktek monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, posisi 
dominan, pelaku usaha, persaingan usaha tidak sehat, perjanjian, 
persengkongkolan atau konspirasi, pasar, pasar bersangkutan, struktur 
pasar, perilaku pasar, pangsa pasar, harga pasar, konsumen, barang, 
jasa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Pengadilan Negeri; 
 
 
b. Perumusan kerangka politik antimonopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat, berupa asas dan tujuan pembentukan Undang-Undang 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3; 
c. Perumusan macam perjanjian yang dilarang dilakukan oleh pengusaha. 
Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 memuat macam perjanjian yang 
dilarang tersebut, yaitu pemasaran, pemboikotan, kartel, oligopsoni, 
integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar 
negeri; 
d. Perumusan macam kegiatan yang dilarang dilakukan pengusaha. Pasal 
17 sampai dengan Pasal 22 memuat macam kegiatan yang dilarang 
tersebut, antara lain monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan 
persengkongkolan; 
e. Perumusan macam posisi dominan yang tidak boleh dilakukan 
pengusaha. Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 memuat macam posisi 
dominan yang tidak boleh dilakukan tersebut, yaitu jabatan rangkap, 
pemilikan saham, serta penggabungan, peleburan, dan 
pengambilalihan; 
f. Masalah susunan, tugas, dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha. Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 memuat perumusan status, 
keanggotaan, tugas, wewenang, dan pembiayaan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha; 
g. Perumusan tata cara penanganan perkara persaingan usaha oleh 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 
memuat perumusan penerimaan laporan, pemeriksaan pendahuluan 
dan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan 
alat-alat bukti, jangka waktu pemeriksaan, serta putusan komisi, 
kekuatan putusan komisi dan upaya hukum terhadap putusan komisi; 
h. Ketentuan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang 
telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang. Pasal 47 sampai 
dengan Pasal 49 memuat macam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada 
 
 
pelaku usaha, yaitu tindakan administratif, pidana pokok, dan pidana 
tambahan; 
i. Perumusan perbuatan atau perjanjian yang dikecualikan dari ketentuan 
Undang-Undang dan monopoli oleh Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dan/ atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk 
oleh Pemerintah. Pasal 50 memuat ketentuan yang dikecualikan dari 
Undang-Undang dan Pasal 51 memuat ketentuan mengenai monopoli 
oleh Badan Usaha Milik Negara; 
j. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Undang-Undang, yaitu 
perumusan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Pasal 52 
mengatur bahwa pelaku usaha yang telah membuat dan/ atau 
melakukan kegiatan usaha dan/ atau tindakan yang tidak sesuai dengan 
Undang-Undang diberi waktu untuk menyelesaikannya selama 6 
(enam) bulan sejak Undang-Undang diberlakukan. Pasal 53 mengatur 
mulai berlakunya Undang-Undang, yaitu terhitung sejak 1 (satu) tahun 
sesudah Undang-Undang diundangkan oleh pemerintah.   
Esensi dari Undang-Undang Anti Monopoli yang secara umum ada 
di berbagai negara adalah : (Sutrisno Iwantono, 2004 : 8) 
a. Perjanjian tertutup, yaitu pelaku usaha yang melakukan perjanjian 
mengatur harga. 
b. Price Discrimination dan price fixing, yaitu memberikan perlakuan 
yang berbeda dari sisi harga. Apabila dua pelaku berhubungan dengan 
satu perusahaan tertentu, di mana yang satu diberikan perlakuan yang 
istimewa sedangkan yang lainnya tidak, maka telah terjadi 
diskriminasi. Hal ini dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat, walaupun sifatnya masih Rule of Reason, yakni 
dituntut adanya pembuktian-pembuktian bahwa perbuatan tersebut 
telah menimbulkan kerugian sosial. 
 
 
c. Collusive Tendering atau Bid Rigging, yaitu kegiatan-kegiatan tender 
yang dilakukan secara bersekongkol, di mana ada beberapa pelaku 
usaha berkolusi untuk memenangkan satu pelaku usaha tertentu dan 
akibatnya merugikan kepentingan rakyat. 
d. Boikot, baik dalam penjualan maupun pembelian. Ketika beberapa 
pelaku usaha secara bersama-sama memboikot untuk mensuplai bahan 
baku atau tidak mau memasarkan barang tertentu dari suatu pelaku 
usaha. Hal tersebut jelas dilarang. 
e. Kartel, biasanya terjadi pada pasar oligopoli, yaitu ketika hanya ada 
beberapa pelaku usaha, misalnya 10 pelaku usaha yang tergabung 
menjadi satu kemudian menetapkan harga secara bersama-sama, jadi 
walaupun ada 10 perusahaan tapi sebenarnya seperti satu perusahaan. 
Dalam kartel biasanya mereka sepakat untuk menjual suatu produk 
dengan harga tertentu bahkan juga mengatur wilayah pemasaran, untuk 
pasar tertentu siapa saja yang boleh masuk dan dengan jumlah atau 
volume berapa. Kartel dapat merugikan konsumen karena 
menyebabkan konsumen tidak punya pilihan lain dan juga merugikan 
pemain baru (new entrance) yang akan masuk karena akan kalah bila 
harus menghadapi katel yang telah dibentuk. 
f. Merger dan Akuisisi. 
g. Predatory Behaviour, perilaku-perilaku yang dapat membunuh orang 
lain.   
3. Tinjauan Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
a. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
Sebagai bagian dalam penegakan hukum persaingan usaha di 
Indonesia dibutuhkan aparatur penegak hukum yang dapat mengawasi 
dalam penegakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Lembaga yang akan menjadi penjaga tegaknya peraturan persaingan 
merupakan syarat mutlak agar peraturan persaingan dapat lebih 
 
 
operasional. Pemberian kewenangan khusus kepada suatu komisi 
untuk melaksanakan suatu peraturan di bidang persaingan merupakan 
hal yang lazim dilakukan oleh kebanyakan negara. Di Indonesia 
penegakan hukum persaingan usaha diserahkan kepada Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), disamping kepolisian, kejaksaan, 
dan peradilan. Penegakan pelanggaran hukum persaingan harus 
dilakukan terlebih dahulu dalam dan melalui KPPU. Setelah itu, tugas 
dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian, kemudian dilanjutkan ke 
pengadilan, jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang 
dijatuhkan KPPU (Rachmadi Usman, 2004 : 97). 
Hukum persaingan usaha memerlukan orang-orang spesialis 
yang memiliki latar belakang dan/ atau mengerti betul seluk beluk 
bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar karena berhubungan 
erat dengan ekonomi dan bisnis. Institusi ysng melakukan penegakan 
hukum persingan usaha harus beranggotakan orang-orang yang tidak 
saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomis dan bisnis 
(Ayudha D Prayoga, 2000 : 126). 
Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat bahwa ”untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini 
dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut 
Komisi”. Kemudian pada Pasal 34 ayat (1) dinyatakan ”pembentukan 
Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Sebagai tindak lanjut dari Pasal tersebut, 
maka lahirlah Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 
Alasan filosofis dari pembentukan Komisi ini adalah dalam 
mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga 
yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). 
 
 
Dengan kewenangan tersebut, diharapkan lembaga pengawas dapat 
menjalankan tugas sebaik-baiknya dan sedapat mungkin dapat 
bertindak independen. Sudah sewajarnya Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha yang merupakan state auxiliary yang dibentuk pemerintah 
haruslah bersifat independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan 
pemerintah serta pihak lain dalam mengawasi pelaku usaha. Dalam hal 
ini memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatannya dengan tidak 
melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 
Status KPPU telah diatur pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat yang kemudian diulang pada Pasal 1 
ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (Rachmadi Usman, 2004 : 99). 
KPPU sebagai lembaga negara komplementer memiliki tugas 
yang kompleks dalam mengawasi praktek persaingan usaha tidak sehat 
oleh para pelaku usaha. Hal ini disebabkan semakin kompleksnya 
aktifitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi strateginya 
dalam memenangkan persaingan antar kompetitor, disinilah KPPU 
memerankan perannya sebagai petugas pengawas dalam elaborasi 
pasar agar tidak terjadi persaingan usaha yang curang atau persaingan 
yang tidak sehat. Perkembangan dan peningkatan aktifitas pelaku 
usaha di Indonesia yang didominasi oleh segelintir orang yang 
berkuasa telah menimbulkan derivasi ekonomi dan sosial (social 
ecomonic gap) antara pengusaha kecil dan menengah. Untuk itulah 
praktek-praktek persaingan usaha secara kotor yang tidak lazim, masih 
sangat sering dijumpai (www. Solusihukum.com). 
b. Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) 
Sebagaimana yang diperincikan pada Pasal 35 dari Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tantang Larangan Praktek Monopoli dan 
 
 
Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU mempunyai tugas-tugas sebagai 
berikut : 
1) Melakukan penilaian terhadap kontrak-kontrak yang dapat 
menimbulkan praktek monopoli dan/ atau persaingan curang. 
2) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/ atau tindakan 
pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/ atau 
persaingan curang. 
3) Melakukan penilaian terhadap penyalahgunaan posisi dominan 
yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/ atau persaingan 
curang. 
4) Mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan wewenang 
Komisi persaingan sebagaimana diatur pada Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999. 
5) Memberikan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan 
pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan 
persaingan curang. 
6) Menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan Undang-
Undang antimonopoli. 
7) Mengajukan laporan berkala atas hasil kerja Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha kepada Presiden RI dan DPR. 
Kewenangan dari KPPU adalah sebagai berikut : 
1) Menampung laporan dari masyarakat dan/ atau dari pelaku usaha 
tentang dugaan telah terjadinya praktek monopoli dan/ atau 
persaingan curang. 
2) Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha 
atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktek 
monopoli dan atau persaingan curang. 
3) Melakukan penyelidikan dan/ atau pemeriksaan terhadap kasus 




a) Laporan Masyarakat 
b) Laporan Pelaku Usaha 
c) Diketemukannya sendiri oleh Komisi Pengawas Pesaingan 
Usaha dari hasil penelitiannya. 
4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/ atau pemeriksaan tentang 
adanya suatu praktek monopoli dan/ atau persaingan curang. 
5) Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga telah 
melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang antimonopoli. 
6) Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, 
dan setiap orang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap 
ketentuan Undang-Undang antimonopoli. 
7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, 
saksi-saksi, saksi ahli atau pihak lainnya yang tidak bersedia 
memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 
8) Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya 
dengan penyelidikan dan/ atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha 
yang melanggar ketentuan Undang-Undang antimonopoli. 
9) Mendapatkan, meneliti dan/ atau menilai surat, dokumen, atau alat 
bukti lain guna penyelidikan dan/ atau pemeriksaan. 
10) Memberikan keputusan atau ketetapan tentang ada tidaknya 
kerugian bagi pelaku usaha lain atau masyarakat. 
11) Menginformasikan putusan komisi kepada pelaku usaha yang 
diduga melakukan praktek monopoli dan/ atau persaingan curang. 
12) Memberikan sanksi berupa tindakan administratif  kepada pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang 
antimonopoli. 
Ketentuan penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha yang 
melanggar Undang-Undang ini dikelompokkan ke dalam dua kategori, 
yaitu : Sanksi administratif dan sanksi pidana (pidana pokok dan 
pidana tambahan). Penjatuhan sanksi administrasi dapat berupa 
 
 
penetapan pembatalan perjanjian, penghentian integrasi vertikal 
sebagaimana diatur pada Pasal 14, perintah kepada pelaku usaha untuk 
menghentikan posisi dominan, penetapan pembatalan atas 
penggabungan, peleburan dan pengambilalihan badan usaha, 
penetapan pembayaran ganti rugi, penetapan denda serendah-
rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miiar rupiah) atau setinggi-
tingginya Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
Ketentuan pidana pokok dan tambahan dimungkinkan dalam 
Undang-Undang ini apabila pelaku usaha melanggar Pasal 14 
(integrasi vertikal), Pasal 16 (perjanjian dengan luar negeri 
menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat), 
Pasal 17 (monopoli), Pasal 18 (monopsoni), Pasal 19 (penguasaan 
pasar), Pasal 25 (posisi dominanan), Pasal 27 (pemilikan saham), Pasal 
28 (penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan) dikenakan denda 
minimal Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan 
setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
Bagi pelaku usaha yang dianggap melakukan pelanggaran berat 
juga dikenakan pidana tambahan sesuai dengan Pasal 10 KUHP 
berupa: 
1) Pencabutan izin usaha 
2) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan 
pelanggaran Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan direksi 
atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-
lamanya 5 (lima) tahun 
3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan 





c. Prosedur Pemeriksaan Perkara oleh Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) 
Beberapa tahapan harus ditempuh oleh Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha dalam memeriksa perkara pelanggaran Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa 
keseluruhan prosedur pemeriksaan perkara yang ditempuh oleh KPPU 
adalah sebagai berikut :  
1) Laporan kepada KPPU 
2) Pemeriksaan Pendahuluan 
3) Pemeriksaan Lanjutan 
4) Mendengar keterangan saksi dan/ atau si pelaku, dan memeriksa 
alat bukti lainya 
5) Menyerahkan kepada Badan Penyidik dalam hal-hal tertentu 
6) Memperpanjang Pemeriksaan Lanjutan 
7) Memberikan Keputusan kepada Pelaku Usaha 
8) Memberikan Keputusan Komisi 
9) Pelaksanaan Keputusan Komisi oleh Pelaku Usaha 
10) Pelaporan pelaksanaan Keputusan Komisi oleh Pelaku Usaha 
kepada Komisi Pengawas 
11) Menyerahkan kepada Badan Penyidik jika Putusan Komisi tidak 
dilaksanakan dan/ atau tidak diajukan keberatannya oleh pihak 
Pelaku Usaha 
12) Badan Penyidik Melakukan Penyidik, dalam hal Pasal 44 ayat (5) 
13) Pelaku Usaha mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri 
terhadap putusan Komisi Pengawas 
14) Pengadilan Negeri memeriksa keberatan pelaku usaha 
15) Pengadilan Negeri memberikan Putusan atas keberatan pelaku 
usaha 
16) Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri 
17) Putusan Mahkamah Agung 
18) Permintaan Penetapan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri 
 
 
19) Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri 
20) Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri. 
4. Tinjauan Tentang Telekomunikasi 
a. Pengertian Telekomunikasi 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi, mengemukakan definisi atau pengertian 
telekomunikasi, bahwa : Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, 
pengiriman, dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk 
tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, 
optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. 
Berdasarkan Conventian of International Telecomunication 
Nairobi Tahun 1982 juga termuat dalam lampiran Constitution and 
convention of the International Telecomunication Union Jenew Tahun 
1992, definisi dari telekomunikasi adalah ”Any transmission, emission 
or reception of signs, signals, writing, images, and sounds or the 
inmtellegence of any nature by wire, radio, optikal, or other 
electromagnetic systems” (Judhariksawan, 2005 : 6). 
Hakikat terminologi telekomunikasi adalah ”komunikasi jarak 
jauh”. Komunikasi sendiri bersumber dari bahasa latin ”communis” 
yang berarti ”sama”. Jika kita berkomunikasi itu berarti mengadakan 
”kesamaan”. Carl I Hovaland, seorang sarjana Amerika 
mengemukakan bahwa komunikasi adalah ”the process by which an 
individuals (the communicator) transmits stimuli (usually verbal 
symbols) to modify the behavior of other individuals (communicatees)” 
(Judhariksawan, 2005 : 5). 
Telekomunikasi, terdiri dari dua suku kata, yaitu ”tele” yang 
berarti jarak jauh, dan ”komunikasi” yang berarti kegiatan untuk 
menyampaikan berita atau informasi. Jadi, telekomunikasi secara 
sederhana dapat diartikan sebagai upaya penyampaian berita dari satu 
 
 
tempat ke tempat lainnya (jarak jauh) yang menggunakan alat atau 
media elekronik (Gauzali Saydam, 2003 : 7). 
Adapun pengertian telekomunikasi berasal dari kata ”tele” 
berarti jauh dan ”komunikasi” berarti hubungan, jadi telekomunikasi 
berarti hubungan melalui suatu jarak yang relatif jauh. Berhubungan di 
sini diartikan sebagai tukar-menukar informasi yang dibutuhkan untuk 
keperluan tertentu dengan menggunakan sinyal-sinyal listrik (Tiur LH 
Simanjutak, 2002 : 1). 
Telekomunikasi adalah sejenis komunikasi elektronika yang 
menggunakan perangkat-perangkat telekomunikasi untuk 
berlangsungnya komunikasi. Dengan demikian, telekomunikasi 
merupakan upaya lanjutan komunikasi yang dilakukan oleh manusia, 
disaat jarak sudah tidak mungkin lagi memberikan toleransi antara 
kedua belah pihak yang sedang melakukan komunikasi (Gouzali 
Saydam, 2003 : 6). 
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
1974 tentang Telekomunikasi untuk umum. Pasal tersebut menyatakan 
bahwa telekomunikasi untuk umum adalah suatu sistem 
telekomunikasi yang kantor-kantornya dan stasiun-stasiunnya terbuka 
untuk memberi pelayanan kepada umum, dan diwajibkan menerima 
pengunjukan berita-berita telekomunikasi untuk diteruskan. 
Penyelenggaraan telekomunikasi ini dilakukan dengan menunjuk 
Badan Penyelenggara Telekomunikasi (Gouzali Saydam, 2003 : 8). 
Di samping Telekomunikasi untuk umum, pemerintah juga 
memberikan kesempatan kepada pihak lain (instansi pemerintah, atau 
perusahaan-perusahaan swasta) untuk menyelenggarakan 
telekomunikasi sendiri. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 
tentang Telekomunikasi, dipergunakan khusus untuk kepentingan 
 
 
sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, seperti untuk keperluan 
perhubungan, pertamina (Gouzali Saydam, 2003 : 9). 
b. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi di Indonesia 
Profil telekomunikasi di Indonesia pada permulaan tahun 1988, 
berturut-turut diuraikan komponen pertelekomunikasian, seperti 
peraturan perundangan, struktur industri telekomunikasi, tarif jasa 
telekomunikasi, permulaan pembukaan pasar jasa telekomunikasi, 
pasar jasa telekomunikasi, pelanggan jasa telekomunikasi. Instrumen 
hukum yang melandasi pertelekomunikasian di Indonesia adalah 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, 
sedangkan regulasinya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan 
Menteri (KM), serta perangkat perundang-undangan lainnya. 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi menyatakan antara lain bahwa : 
1) Penyelenggaraan telekomunikasi dibedakan menjadi 
penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa 
telekomunikasi, dan penyelenggara telekomunikasi khusus. 
2) Penyelenggara telekomunikasi tidak lagi hanya diselenggarakan 
oleh Badan Penyelenggara Telekomunikasi, tetapi dapat 
diselenggarakan pula oleh Badan Hukum lain (BUMD atau 
BUMN/ Swasta maupun Koperasi). 
3) Mewajibkan kepada setiap penyelenggara jaringan dan/ atau 
penyelenggara jasa telekomunikasi memberikan kontribusi dalam 
pelayanan di daerah yang belum berkembang atau belum 
terlayaninya telekomunikasi yang merupakan penugasan dari 
pemerintah. 
Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi, menjelaskan bahwa telekomunikasi di Indonesia, 
dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah 
 
 
dan bukan berarti bahwa negara atau pemerintah yang 
menyelenggarakan secara langsung, namun dengan keluarnya Undang-
Undang ini pembatasan penyelenggaraan telekomunikasi untuk 
hubungan dalam negeri dan luar negeri seperti tidak berlaku lagi, 
karena Undang-Undang ini membebaskan setiap badan hukum 
(BUMN, BUMD, BUMS, dan Koperasi) dapat menyelenggarakan jasa 
dan jaringan telekomunikasi untuk hubungan dalam dan luar negeri. 
Pemahaman semula (sebelum keluarnya Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi), bahwa Telkom 
sebagai penyelenggara telekomunikasi dalam negeri, berlanjut dengan 
digandengnya beberapa perusahaan telekomunikasi swasta bahkan 
manca negara untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi di 
indonesia. Hal ini, didorong oleh keinginan untuk menyukseskan 
pembangunan 5 juta STT (Satuan Sambungan Telekomunikasi) selama 
Pelita VI. Dua juta STT diantaranya dilakukan melalui pola Kerjasama 
Operasi (KSO) dengan mitra kerja perusahaan telekomunikasi lain 
(Gouzali Saydam, 2003 : 11). 
Di samping untuk mempercepat pembangunan 2 juta STT 
selama tahun 1994-1999, diharapkan akan ada paling tidak empat 
manfaat lain yang diperoleh dalam penyelenggaraan telekomunikasi 
melalui Kerjasama Operasi ini adalah sebagai berikut : (Gouzali 
Saydam, 2003 : 13) 
1) Masuknya investasi asing dalam jumlah besar dibidang 
pembangunan telekomunikasi. 
2) Terjadinya proses alih kemampuan teknologi dari mitra asing 
kepada bangsa Indonesia. 
3) Terjadinya pengembangan kemampuan sumber daya manusia di 
bidang elektronik dan telekomunikasi menuju operator kelas dunia. 




Telekomunikasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas 
manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, 
etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Telekomunikasi 
diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan 
kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 
secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan 
pemerintah, serta meningkatkan hubungan antarbangsa dengan 
pertimbangan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti 
strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, 
memperlancar kegiatan pemerintah, mendukung terciptanya tujuan 
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya (Judhariksawan, 2005 : 
178). 
Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi dinyatakan bahwa telekomunikasi dikuasai oleh 
negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Pembinaan 
telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan 
telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, 
pengawasan, dan pengendalian. 
Penyelenggaraan telekomunikasi terbagi atas keperluan 
perseorangan, keperluan instansi pemerintah, dinas khusus, dan badan 
hukum. Untuk keperluan perseorangan adalah penyelenggaraan 
telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan perseorangan, misalnya 
amatir radio dan komunikasi radio antarpenduduk. Untuk keperluan 
instansi pemerintah adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang 
mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum instansi pemerintah 
tersebut, misalnya komunikasi departemen atau komunikasi 
pemerintah daerah. Untuk dinas khusus adalah penyelenggaraan 
telekomunikasi untuk mendukung kegiatan dinas yang bersangkutan, 
misalnya kegiatan navigasi, penerbangan, dan meteorologi. Untuk 
badan hukum adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan 
 
 
oleh  Badan Uasaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan 
Usaha Swasta, Koperasi, misalnya telekomunikasi perbankan, 
pertambangan, perkeretaapian (Judhariksawan, 2005 : 181). 
Pada Undang-Undang Telekomunikasi terdapat ketentuan 
umum yang berlaku bagi seluruh jenis penyelenggara telekomunikasi. 
Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Larangan Praktek Monopoli 
Pada Pasal 10 dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan 
telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat di antara para penyelenggara telekomunikasi. 
2) Hak dan Kewajiban Penyelenggara dan Masyarakat 
Diatur pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 23, yang di antaranya 
berkaitan dengan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan 
fasilitas telekomunikasi yang melintasi tanah negara dan bangunan 
milik perseorangan. 
3) Penomoran  
Diatur pada Pasal 23 dan Pasal 24 dinyatakan bahwa dalam 
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi 
ditetapkan dan digunakan sistem penomoran yang ditetapkan oleh 
Menteri. 
4) Pengamanan Telekomunikasi 
Diatur pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 adalah larangan 
kegiatan penyadapan atas informasi yang dilakukan dalam bentuk 
apapun. 
Telekomunikasi di Indonesia di masa depan diharapkan akan 
mempunyai tiga ciri utama, yaitu adanya : (Judhariksawan, 2005 : 174) 
1) Cukup pilihan bagi pelanggan atau pengguna jasa telekomunikasi 
baik dalam jenis maupun dalam penyelenggara jasa tersebut. 
 
 
2) Partisipasi aktif pihak swasta baik dalam modal maupun dalam 
penyelenggara 
3) Regulasi. 
c. Pengaturan Telekomunikasi di Indonesia 
Walaupun setiap negara dinyatakan memiliki kedaulatan untuk 
mengatur sendiri telekomunikasinya, tetapi untuk hal-hal teknis dan 
prinsip-prinsip umum pemanfaatan telekomunikasi mengacu kepada 
Internasional telecomunication Union sebagai umbrella rules. Hal ini, 
diperlukan mengingat karakteristik telekomunikasi yang borderless 
mengakibatkan perlunya setiap negara memiliki visi yang sama agar 
pemanfaatan telekomunikasi secara maksimal dapat terlaksana. 
Alangkah sulitnya jika setiap negara memiliki dan membuat kode-kode 
telekomunikasi sendiri.  
Selain peraturan telekomunikasi Internasional tersebut perlu 
pula dikaji tentang aturan-aturan yang berlaku dalam WTO melihat 
kenyataan bahwa telekomunikasi nasional telah menjadi bagian dari 
perdagangan dunia yang diadministrasikan oleh WTO. Kajian hukum 
lainnya yang melingkupi dunia telekomunikasi adalah hukum angkasa, 
khususnya yang berkaitan dengan sistem telekomunikasi satelit 
(Judhariksawan, 2005 : 99). 
Reformasi Telekomunikasi Indonesia merupakan pembaruan 
kebijakan yang meliputi restrukturisasi semua tatanan yanng relevan, 
termasuk tatanan hukum dan industri serta liberalisasi lingkungan 
usaha dalam telekomunikasi dan juga termasuk strategi restrukturisasi 
ke dua BUMN yang menjadi Badan Penyelenggara Telekomunikasi 
(Hinca IP Pandjahitan, 2000 : 58). 
Liberalisasi telekomunikasi tidak berakhir dengan 
ditentukannya suatu kebijakan politik, tranformasi telekomunikasi 
Indonesia dari monopoli ke persaingan memerlukan supervisi terus-
 
 
menerus dan solusi terhadap masalah yang tidak mungkin semuanya 
dapat diantisipasi sebelum dimulainya proses. Satu otoritas regulasi 
atau regulator yang diberi wewenang cukup dalam rangka legislasi 
merupakan kebutuhan mutlak untuk mengatur dan menegakkan 
regulasi telekomunikasi. Kertas Referensi WTO juga mensyaratkan 
adanya regulator yang independen dan penyelenggara sebagai langkah 
pemisahan antara regulasi dan operasi (www.elekroIndonesia.com). 
5. Tinjauan Tentang Kepemilikan Saham Silang (Share Cross 
Ownership) 
a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
Kepemilikan saham silang dapat dikatakan sebagai 
kepemilikan terafiliasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
mengakui akan adanya suatu hubungan antar (group) pelaku usaha 
yang saling terafiliasi yang berkaitan satu dengan yang lainnya, yang 
melakukan kegiatan produksi terhadap produk berupa barang dan/ atau 
jasa sejenis dan dipasarkan melalui pasar bersangkutan yang sama 
(Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002 : 38). 
Untuk mencegah makin menumpuknya penguasaan produk 
atau pemasaran pada kelompok usaha tertentu yang cenderung 
dominan dan merusak sistem persaingan usaha sehat yang ada dalam 
masyarakat. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat melarang 
pelaku usaha untuk memiliki saham mayoritas pada beberapa 
perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang 
sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa 
perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar 
bersangkutan yang sama, jika kepemilikan tersebut mengakibatkan: 
 
 
1) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 
lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang 
dan/ atau jasa tertentu. 
2) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usah menguasai 
lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis 
barang dan/ atau jasa tertentu.  
b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran 
Kepemilikan saham silang dalam Lembaga Penyiaran diatur 
pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran, ayat (1) yang menyatakan bahwa pemusatan kepemilikan 
dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu 
badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah 
siaran, dibatasi, ayat (2) menyatakan bahwa kepemilikan silang antar 
Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran 
radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa 
penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan 
media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga 
Penyiaran Swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak 
langsung dibatasi. 
c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas 
Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur 
mengenai larangan kepemilikan saham silang, baik secara langsung 
maupun secara tidak langsung antar perusahaan. Kepemilikan saham 
silang tersebut terjadi apabila misalnya, perusahaan A memiliki saham 
perusahaan B, dan perusahaan B justru memiliki saham di perusahaan 
A. Apabila hal tersebut terjadi, kepemilikan saham tersebut harus 
dijual ke pihak lain yang tidak terafiliasi (Muria Bonita dan Guntur 
 
 
Putro Jati. Cermati UU PT Baru, Banyak Aturan Krusial. 
www.hariankontan.com). 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas mengatur mengenai kepemilikan saham, yaitu pada Pasal 36 
tertulis :  
(1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki 
sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara 
langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan. 
(2) Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilika saham yang 
diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah 
wasiat. 
(3) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 
tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak 
dilarang memiliki saham dalam Perseroan. 
(4) Dalam hal Perseroan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan perusahaan efek, berlaku ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pasar modal. 
Pada Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas mengenai : 
Pasal 36 ayat (1) 
Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya 
pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham 
seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, 
Pasal ini menentukan bahwa Perseroan tidak boleh 
mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. 
Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang 
(cross holding) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham 
yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham 
Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
Pengertian kepemilikan silang secara langsung adalah apabila 
Perseroan pertama memiliki saham pada Perseroan kedua tanpa 
melalui kepemilikan pada satu ”Perseroan antara” atau lebih 
dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada 
Perseroan Pertama. 
Pengertian kepemilikan silang secara tidak langsung adalah 
kepemilikan Perseroan pertama atas saham pada Perseroan 
kedua melalui kepemilikan pada satu ”Perseroan antara” atau 
 
 
lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada 
Perseroan pertama. 
Pasal 36 ayat (2) 
Kepemilikan sama yang mengakibatkan pemilikan saham oleh 
Perseroan sendiri atau pemilikan saham secara kepemilikan 
silang tidak dilarang, jika pemilikan saham tersebut diperoleh 
berdasarkan peralihan kerena hukum, hibah, atau wasiat oleh 
karena dalam hal ini tidak ada pengeluaran saham yang 
memerlukan setoran dana dari pihak lain, sehingga tidak 
melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 
Pasal 36 ayat (3) Cukup Jelas. 
Pasal 36 ayat (4)  
Yang dimaksud dengan ”perusahaan efek” adalah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. 
B. Kerangka Pemikiran 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai larangan 
kepemilikan saham silang, yaitu diatur pada Pasal 27. Hal tersebut bertujuan 
untuk mencegah terjadinya praktek monopoli yang dikuasai oleh seseorang 
atau sekelompok saja, sehingga akan menciptakan persaingan usaha tidak 
sehat. 
Adanya reformasi di bidang telekomunikasi mengakibatkan 
terbukanya peluang didirikannya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam 
sektor telekomunikasi dan meningkatnya partisipasi swasta (masyarakat) 
dalam investasi dan operasi dalam bidang telekomunikasi, termasuk membuka 
kesempatan usaha bagi perusahaan menengah, kecil, dan Koperasi. Hal ini 
merupakan kesempatan yang baik masyarakat Indonesia, walaupun belum 
jelas bagaimana tata aturan kesempatan usaha yang dimaksud. Jika 
kesempatan itu diterjemahkan dalam bentuk mekanisme pasar modal, perlu 
suatu prasyarat khusus melindungi yang melindungi hak dan kesempatan 
warga negara Indonesia terhadap prosedur kepemilikan saham tersebut. Hal 
 
 
ini penting karena jika tidak ada perlindungan khusus, mungkin saja tercipta 
kondisi di mana kepemilikan saham akan dikuasai oleh investor asing, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memungkinkan terjadinya 
kepemilikan saham silang. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas terdapat larangan kepemilikan saham silang, yaitu 
pada Pasal 36 ayat (1). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 
tentang Telekomunikasi juga menegaskan bahwa sektor telekomunikasi di 
Indonesia harus berkompetisi dengan sehat. Hal tersebut tercantum pada Pasal 
10 yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli. 
Yang tengah terjadi adalah kepemilikan saham silang oleh Temasek 
Holdings. Melalui dua anak perusahaannya, yakni Singapore 
Telecommunications Ltd. (Sing Tel) dan Singapore Technologie Telemedia 
Pte. Ltd. (STT) memiliki saham di dua perusahaan telekomunikasi di 
Indonesia. Sing Tel memiliki 35% saham di Telkomsel sementara STT 
menguasai 40,77% saham di Indosat. Kedua perusahaan tersebut 100% 
sahamnya dimiliki Temasek. Padahal, pangsa pasar telepon seluler di 
Indonesia didominasi oleh Telkomsel dan Indosat hingga 84,4%. Dengan 
penguasaan terhadap dua operator dengan share market terbesar di Indonesia 
itu, lembaga riset Indef menghitung, Temasek diperkirakan menguasai sekitar 
89,61% pangsa pasar industri telekomunikasi di Indonesia. Hal tersebut 
menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, Temasek 
Holdings dianggap telah melanggar Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
E. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi di Indonesia 
1. Profil Telekomunikasi di Indonesia 
c. Profil PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) 
PT. Telkomsel didirikan pada tahun 1995, merupakan operator 
telekomunikasi seluler yang memberikan layanan dual band 900/1800 
jaringan GSM, GPRS, Wi-Fi, EDGE, dan 3-G Tegnology. Telkomsel 
sejak masuknya KPN Belanda pada tahun 1996 berubah statusnya 
menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Pada tahun 
2001 Sing Tel mengambil alih saham PT. Telkomsel dari KPN 
Belanda (17,28 %) dan Setdco Megacell Asia (5%). Pada pertengahan 
tahun 2002 Sing Tel meningkatkan kepemilikan sahamnya dengan 
membeli 12,72 % saham yang dimiliki oleh PT. Telkom, sehingga 
kepemilikan saham Sing Tel saat ini mencapai 35 %.  
Posisi terakhir komposisi saham PT. Telkomsel tahun 2006 
dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :  
        Tabel 1 
   Komposisi Saham Telkomsel 








118,677 118.677.000.000 65 
Singapore Telcom Mobile 
Pte Ltd 
63,893 63.893.000.000 35 
Total 182,570 182.570.000.000 100 




Produk utama dari PT. Telkomsel adalah :  
1) Kartu Halo, kartu GSM pasca bayar yang diperkenalkan pada 
tahun 1995 dengan total pelanggan hingga tahun 2005 telah 
mencapai 14,7 juta, sehingga merupakan  market leader dalam 
pasar pasca bayar. 
2) Simpati, kartu GSM pra bayar pertama yang diperkenalkan di Asia 
pada tahun 1997 dengan target pasar middle class. 
3) Kartu As, kartu GSM pra bayar yang diperkenalkan pada tahun 
2004 dengan target pasar low end. 
Cakupan layanan PT. Telkomsel adalah yang terluas di 
Indonesia, mencapai 100% dari keseluruhan Kabupaten di Indonesia 
dan hampir 40% dari seluruh Kecamatan di Indonesia. Berdasarkan 
Anggaran Dasar Telkomsel, kewenangan RUPS, Komisaris, dan 
Direksi serta prosedur pengambilan putusan pada masing-masing 
organ adalah sebagai berikut : (www.Telkomsel.com) 
1) Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS :  
a) Melakukan perubahan atas hak-hak yang melekat pada saham; 
persetujuan dan perubahan apapun atas segala bentuk skema 
opsi untuk karyawan; pengeluaran saham-saham atau efek 
lainnya yang bersifat ekuitas; pemberian opsi, saran, atau hak-
hak lainnya untuk membeli saham atau hak-hak yang dapat 
dikonversikan menjadi saham; konsolidasi, konversi atau 
pembelian kembali atas saham perseroan; melakukan 
penawaran saham perdana atau penawaran hutang konversi 
kepada publik (termasuk jika penawaran saham perdana 
tersebut meliputi komponen kedua dan jumlah saham yang 






b) Menentukan deviden atau pembagian dana cadangan, jika:  
(1) Jumlah keseluruhan dari semua deviden atau pembagian 
yang ditentukan atau dibayar dalam satu tahun fiskal 
sebelum ulang tahun kedua tanggal anggaran dasar ini 
disetujui oleh para pemegang saham akan melebihi tiga 
puluh lima persen (35 %) dari laba perseroan setelah pajak 
untuk tahun fiskal tersebut. 
(2) Deviden atau pembagian tersebut ditentukan atau dibayar 
selain daripada laba yang ditahan. 
c) Mengubah anggaran dasar. 
d) Mengubah bidang usaha utama yang dijalankan oleh perseroan 
atau syarat utama dari ijin telekomunikasi yang dikeluarkan 
kepada perseroan. 
e) Melakukan likuidasi, pembubaran, merger, konsolidasi, atau 
penggabungan perseroan. 
f) Mengadakan setiap transaksi perseroan yang nilainya melebihi 
yang terendah dari sepuluh persen (10 %) dari pendapatan atau 
dua belas koma lima persen (12, 5 %) dari ekuitas pemegang 
saham, yang dicatat dalam laporan keuangan perseroan yang 
paling akhir diaudit. 
g) Mengangkat atau memberhentikan akuntan publik perseroan.  
h) Menyetujui laporan keuangan perseoran yang telah diaudit oleh 
para pemegang saham. 
i) Melepas kepentingan perseroan dalam salah satu anak 
perusahaannya. 
j) Menentukan imbalan jasa untuk dan pemberhentian (termasuk 
uang pesangon) komisaris. 
2) Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari seluruh 
anggota komisaris, selama masih ada pemegang saham yang 
memiliki dua puluh persen (20 %) saham perseroan :  
 
 
a) Menyetujui laporan keuangan perseroan yang telah diaudit oleh 
komisaris.  
b) Mendirikan suatu anak perusahaan atau suatu usaha patungan, 
kemitraan atau kerja sama operasi dan akuisisi suatu 
perusahaan atau suatu investasi modal. 
c) Menerima pinjaman atau pemberian jaminan yang secara 
sendiri-sendiri atau apabila secara keseluruhan dengan 
pinjaman-pinjaman lain yang diterima atau jaminan-jaminan 
yang diberikan dalam tahun buku yang sama, yang melebihi 
US$ 5.000.000 (atau padanannya dalam mata uang lain) atau 
pemberian pembebasan, jaminan, jaminan pelaksanaan atau 
mengeluarkan jaminan bank apapun oleh perseroan yang dapat 
melebihi satu (1) tahun atau memperpanjang komitmen yang 
melebihi satu (1) tahun, yang secara sendiri-sendiri atau apabila 
secara keseluruhan, lebih besar dari US$ 5.000.000 (atau 
padanannya dalam mata uang lain) dalam tahun buku yang 
sama di mana pembebasan, jaminan, jaminan pelaksanaan atau 
jaminan bank tersebut diberikan, diperoleh atau diperpanjang. 
d) Menyetujui perubahan atau tindakan yang tidak sesuai dengan 
anggaran perseroan. 
e) Menentukan imbalan jasa untuk dan pemberhentian (termasuk 
uang pesangon) Direktur. 
3) Kewenangan Direksi selama masih ada pemegang saham yang 
memiliki dua puluh persen (20%) saham perseroan : 
a) Mengadakan, memperbaharui, mengubah atau mengakhiri 
suatu perjanjian atau transaksi atau serangkaian transaksi oleh 
perseroan dengan pemegang saham, anak perusahaan 
pemegang saham atau perusahaan yang terkait dengan 
pemegang saham atau dengan anggota direksi atau komisaris : 
(1) dengan nilai melebihi US$ 5.000.000 (atau padanannya 
dalam mata uang lain) atau  
 
 
(2) dengan nilai mata uang yang kurang dari jumlah tersebut 
tetapi tidak berdasarkan syarat komersial yang normal atau 
dalam kegiatan usaha perseroan sehari-hari. 
b) Menyetujui laporan keuangan perseroan yang telah diaudit 
direksi. 
c) Memberikan pinjaman atau perpanjangan kredit lainnya 
perseroan yang secara sendiri-sendiri atau jika secara 
keseluruhan dengan pinjaman-pinjaman lain atau perpanjangan 
kredit oleh perseroan dalam tahun buku yang sama, melebihi 
US$ 5.000.000 (atau padanannya dalam mata uang lain). 
d) Mengubah kebijakan akuntansi perseroan. 
e) Menentukan imbalan jasa untuk pemberhentian (termasuk uang 
pesangon) karyawan manajemen yang melapor kepada direksi. 
4) Telkom berhak untuk menempatkan 3 orang (Direktur Utama, 
Direktur Keuangan, dan satu orang Direktur lainnya sedangkan 
SingTel Mobile berhak untuk menempatkan 2 orang di Dewan 
Direksi Telkomsel. 
5) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi ditetapkan 
oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan oleh RUPS 
kepada komisaris. 
6) Rapat Direksi mencapai kuorum apabila 4 (empat) anggota direksi 
hadir, termasuk satu anggota direksi yang dicalonkan oleh 
pemegang saham yang mempunyai saham paling sedikit sepuluh 
persen (10 %) dari saham yang telah dikeluarkan perseroan. 
7) Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan persetujuan 
mayoritas anggota Direksi yang hadir atau diwakili. Dalam hal 
suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka hal tersebut 
akan diputuskan dalam rapat komisaris. Jika suara setuju dan tidak 
setuju sama banyaknya dalam rapat komisaris maka hal tersebut 
akan diputus dalam RUPS.  
 
 
8) Telkom berhak untuk menempatkan 4 orang dan SingTel Mobile 
berhak untuk menempatkan 2 (dua) orang di Dewan Komisaris 
Telkomsel. 
9) Rapat Dewan Komisaris mencapai kuorum apabila 4 (empat) 
anggota komisaris hadir termasuk satu anggota komisaris yang 
dicalonkan oleh pemegang saham yang mempunyai saham paling 
sedikit sepuluh persen (10 %) dari saham yang telah dikeluarkan 
perseroan. 
10) Keputusan rapat komisaris diambil berdasarkan persetujuan 
mayoritas anggota komisaris yang hadir atau diwakili. Dalam hal 
suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka hal tersebut 
akan diputuskan dalam RUPS. 
11) RUPS mencapai kuorum jika dihadiri oleh pemegang saham yang 
mewakili sekurang-kurangnya lima puluh satu persen (51 %) dari 
jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh 
perseroan termasuk satu wakil pemegang saham yang memiliki 
paling sedikit sepuluh persen (10 %) saham yang telah dikeluarkan 
oleh perseroan.  
12) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat 
dan dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak 
tercapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan 
suara yang setuju sekurang-kurangnya lima puluh satu persen (51 
%) dari suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. 
13) RUPS mencapai kuorum dalam hal memutuskan hal-hal yang 
diatur dalam Pasal 11.3 (a) jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 
delapan puluh persen (80 %) dari seluruh saham perseroan yang 
dikeluarkan dan disetor penuh hadir atau diwakili dan hal-hal 
tersebut diputuskan dengan suara setuju oleh sedikitnya delapan 
puluh persen (80 %) dari seluruh pemegang saham perseroan yang 
dikeluarkan dan disetor secara penuh. 
 
 
14) Keputusan RUPS adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-
kurangnya delapan puluh lima persen (85 %) dari jumlah suara sah 
dalam rapat. 
15) Perubahan Anggaran Dasar termasuk mengubah nama, tempat 
kedudukan perseroan, memperpanjang jangka waktu perseroan, 
mengubah modal dasar dengan memperkecil atau memperbesar 
modal perseroan, menggabungkan atau membubarkan perseroan 
hanya dapat dilakukan dengan keputusan dari RUPS-LB. Rapat 
tersebut harus diwakili sekurang-kurangnya delapan puluh lima 
persen (85 %) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh 
perseroan dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya delapan 















































Sejak tahun 2002 hingga saat ini, posisi direktur niaga dan 
direktur operasi selalu dinominasikan oleh SingTel Mobile. Untuk 
persetujuan anggaran tahunan terkait capital expenditure harus 
melewati Capex Committee yang beranggotakan tiga orang yang terdiri 
atas dua orang dari Telkom, dan satu orang dari SingTel. SingTel 
secara aktif mempengaruhi Capex Committee melalui staf yang 
ditugaskan untuk hal tersebut dan Capex Committee dapat 
berkonsultasi dengan tim yang berasal dari SingTel, salah satunya Mr. 
Widjaja Suki. Mr. Widjaja Suki membantu Capex Committee dalam 
hal menilai kewajaran proposal capex yang diajukan. Mr. Widjaja Suki 
dalam hal tersebut melakukan evaluasi terhadap parameter yang 
digunakan dalam proposal capex. Dalam hal kesalahan paramater 
disebabkan human error, maka Mr. Widjaja Suki dapat langsung 
melakukan koreksi, namun dalam hal kesalahan parameter dikarenakan 
situasi pasar, maka Mr. Widjaja Suki akan melakukan konsultasi 
dengan anggota Capex Committee yang diangkat oleh SingTel Mobile. 
Persetujuan untuk realisasi anggaran diberikan oleh Capex Committee 
setiap kuartal sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh setiap 
departemen. Terhadap annual budget yang telah disetujui, SingTel 
menugaskan dua orang stafnya, yaitu Mr. Widjadja Suki dan Mr. Quah 
Kung Yang untuk memonitor pelaksanaannya dan memberikan 
rekomendasi kepada Komisaris Telkomsel yang diangkat oleh SingTel 
Mobile. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Mr. Widjaja Suki dapat 
berkomunikasi secara langsung dengan staf-staf manajemen Telkomsel 
di bagian business control, antara lain dan yang paling sering yaitu 
dengan Bapak Jaka Susanta. SingTel juga secara aktif memberikan 
nasihat kepada Komisaris Telkomsel yang diangkat oleh SingTel 
Mobile terkait dengan visi usaha dan business plan Telkomsel. Tidak 
ada joint procurement yang dilakukan Telkomsel dengan perusahaan 
lain yang terafiliasi dengan SingTel namun terdapat sharing 
information dengan perusahaan-perusahaan tersebut. 
 
 
d. Profil PT. Indosat Tbk. 
PT. Indosat Tbk didirikan pada tahun 1967 sebagai perusahaan 
PMA untuk melayani sambungan langsung internasional di Indonesia. 
Pada tahun 1980 Pemerintah Indonesia mengambil alih keseluruhan 
pemilikan saham PT. Indosat Tbk dan sejak itu PT. Indosat Tbk 
beroperasi sebagai BUMN. Tahun 1994 PT. Indosat melakukan go 
public dan mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek 
Surabaya, dan New York Stock Exchange. Pada tahun 2001, Indosat 
mendirikan perusahaan operator seluler, yaitu PT Indosat Multi Media 
Mobile (IM3), yang diikuti dengan akuisisi penuh PT Satelit Palapa 
Indonesia (Satelindo) di tahun 2002, menjadikan Indosat sebagai 
perusahaan seluler terbesar kedua di Indonesia. Pada tahun 2002 
Pemerintah Indonesia mendivestasi kepemilikan sahamnya di PT. 
Indosat sebesar empat puluh satu koma sembilan puluh empat persen 
(40, 77 %) kepada STT melalui anak perusahaannya yakni Indonesia 
Communication Ltd (ICL). dan sejak saat itu status PT. Indosat Tbk 
berubah kembali menjadi perusahaan PMA. 
Pada tanggal 20 November 2003, melalui penandatanganan 
penggabungan usaha antara Satelindo, IM3, dan Bimagraha ke dalam 
Indosat, Perseroan menjadi Full Network Sevice Provider (FNSP) yang 
fokus pada bisnis seluler. Hal ini diikuti oleh pelaksanaan program 
transformasi menyeluruh yang dimulai pada tahun 2004, meliputi 
bidang sumber daya manusia, teknologi, serta budaya, dan nilai-nilai 
perusahaan. Upaya ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, 
seiring dengan keberhasilan Indosat mencatat pendapatan melampaui 
Rp. 10 triliun dan peningkatan margin pada tahun ke-10 sebagai 
perusahaan publik. 
 Indosat adalah suatu perusahaan publik yang tercatat di Bursa 
Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), dan New York Stock 
Exchange (NYSE). Oleh karena itu, Indosat harus memenuhi 
 
 
ketentuan pasar modal mengenai tata kelola perusahaan, yang tertuang 
dalam peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), BEJ, 
BES, dan Sarbanes Oxley Act 2002, peraturan dari US Securities 
Exchange Commission (US SEC) dan NYSE. Dengan mentaati 
peraturan dan ketentuan pasar modal Amerika Serikat Indosat telah 
menerapkan standar tata kelola perusahaan yang setara dengan 
pelaksanaan tata kelola perusahaan di perusahaan kelas dunia yang 
terdaftar di US SEC dan tercatat di New York Stock Exchange 
(www.indosat.com).  
Susunan pemegang saham PT. Indosat Tbk tahun 2006 adalah 
sebagai berikut:  
Tabel 2 
Susunan Pemegang Saham PT Indosat 


















































(Sumber : Putusan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007) 
 
 
Pada tahun 2003 Satelindo, IM3, dan Bimagraha melakukan 
merger dengan PT. Indosat Tbk dan kemudian PT. Indosat Tbk 
menjadi perusahaan yang memfokuskan diri dalam bisnis selular. PT. 
Indosat memberikan layanan dalam 3 kategori, yaitu : mobile service 
(Matrix, Mentari, IM3), telephony service (SLI, Voip Telephony, 
StarOne), dan multimedia service (IM2 dan Lintas Artha).  
Produk utama dari PT. Indosat Tbk adalah: 
1) Mentari, kartu GSM pra bayar dengan target pasar middle class. 
2) IM3, kartu GSM pra bayar dengan target pasar pelajar dan pemuda. 
3) Matrix, kartu GSM pasca bayar dengan target pasar middle to 
upper class. 
4) Starone, kartu pra dan pasca bayar fix wireless access berbasis 
CDMA. 
Cakupan layanan PT Indosat Tbk telah menjangkau seluruh Provinsi di 
Indonesia dan mencakup 410 Kabupaten di seluruh Indonesia. 
Pada Share Purchase Agreement antara Pemerintah RI dengan 
STT tanggal 15 Desember 2002 dinyatakan : 
Penjual akan menggunakan hak suara saham seri A dan seri B pada 
RUPS-LB untuk mendukung hal sebagai berikut : 
1) Menunjuk tambahan direktur dan menunjuk atau mengganti 
komisaris dari dewan direksi dan komisaris yang akan ditentukan 
oleh Pembeli sebagaimana haknya pada Pasal 3.2 Shareholder 
Agreement. 
2) Merubah dokumen organisasi perusahaan untuk memperlihatkan 
perubahan sebagaimana ditetapkan dalam exhibit E. 
3) Menyetujui pada pokoknya, rencana pembentukan Employee Share 
Option Program (ESOP). 
Pada Shareholder Agreement antara Pemerintah RI dengan 
STT tanggal 15 Desember 2002 dinyatakan :  
 
 
1) Meneg BUMN setuju untuk periode satu tahun terhitung tanggal 
perjanjian untuk menggunakan hak suara atas sahamnya sesuai 
dengan instruksi tertulis dari Investor dalam hal-hal sebagai 
berikut: 
a) Persetujuan pembagian deviden. 
b) Perubahan anggaran dasar. 
c) Persetujuan merger, konsolidasi, dan akuisisi. 
2) Pemegang saham akan menggunakan hak suaranya untuk memilih 
sejumlah anggota dewan komisaris, sehingga : 
a) jumlah Komisaris dari Investor menjadi simple majority dalam 
Dewan Komisaris. 
b) dua orang Komisaris dinominasikan oleh Meneg BUMN, 
kecuali jika saham Meneg BUMN berkurang, namun masih 
tetap memiliki saham seri A, Komisaris dari Meneg BUMN 
berkurang menjadi satu. 
3) Pemegang saham akan menggunakan hak suaranya untuk memilih 
sejumlah anggota dewan direksi, sehingga : 
a) jumlah Direksi dari Investor menjadi simple majority dalam 
Dewan Direksi. 
b) dua orang Direksi dinominasikan oleh Meneg BUMN, kecuali 
jika saham Menteri Negara BUMN berkurang, namun masih 
tetap memiliki saham seri A, Direksi dari Menteri Negara 
BUMN berkurang menjadi satu. 
4) Setiap pemegang saham memiliki hak absolut untuk mengganti 
Direktur dan Komisaris yang dinominasikannya dan pemegang 
saham lain akan memberikan suara untuk menyetujui pergantian 
tersebut. 
5) Kuorum rapat Direksi dan Komisaris tercapai jika dihadiri oleh 
mayoritas Komisaris atau Direktur termasuk sekurang-kurangnya 
satu orang Komisaris atau Direktur yang dipilih oleh Investor atau 
Menteri Negara BUMN. 
 
 
6) Investor tidak akan mengalihkan saham kepada pihak ketiga dalam 
jangka waktu tiga tahun sejak tanggal perjanjian, kecuali: 
a) Penerima saham adalah lembaga keuangan internasional 
dengan bentuk pengalihan gadai, charge, atau hibah yang 
setuju untuk terikat kepada dan akan menjadi pihak dalam 
perjanjian ini. 
b) Penerima saham yang diijinkan, dalam hal penerima tersebut 
setuju untuk terikat pada perjanjian ini. 
7) Meneg BUMN dilarang untuk mengalihkan sisa saham kepada 
pihak ketiga untuk jangka waktu satu tahun sejak tanggal 
perjanjian ini. 
8) Para pihak tidak akan menyebabkan perusahaan mengalihkan core 
asset selama periode tiga tahun sejak tanggal perjanjian. Para pihak 
akan secara serius mempertimbangkan dampak komersil dari 
strategi divestasi terhadap terkait Lintasarta dan IM2 dengan 
memperhatikan kontribusi Lintasarta dan IM2 yang signifikan 
terhadap pendapatan tahunan perusahaan. 
Kewenangan RUPS, Komisaris, dan Direksi serta prosedur 
pengambilan putusan pada masing-masing organ adalah adalah sebagai 
berikut : 
1) Direksi Indosat sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, satu 
diantaranya ditunjuk sebagai presiden direktur. 
2) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan 
kondisi sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Direksi dipilih dari 
calon yang dinominasikan oleh pemegang saham seri A. 
3) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi dan struktur 
organisasi perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan 
Komisaris. 
4) Rapat direksi mencapai kuorum jika dihadiri sekurang-kurangnya 
½ (satu perdua) dari keseluruhan anggota Direksi. 
 
 
5) Keputusan rapat direksi diambil melalui musyawarah untuk 
mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, 
keputusan diambil berdasarkan persetujuan mayoritas. Jika suara 
setuju dan tidak setuju sama banyaknya, keputusan akan diambil 
oleh Presiden Direktur. 
6) Direksi harus mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris 
untuk : 
a) Membeli dan/ atau menjual saham perusahaan lain di pasar 
modal, yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh 
Dewan Komisaris. 
b) Mengadakan perjanjian kerjasama lisensi, manajemen, dan 
perjanjian-perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak 
lain, untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. 
c) Membeli, melepas, menjual, menggadaikan, atau membebani 
aktiva tetap milik perseroan, yang melebihi jumlah tertentu 
yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 
d) Tidak menagih lagi dan menghapuskan piutang dari 
pembukuan serta persediaan barang yang melebihi suatu 
jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 
e) Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang 
mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu 
yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 
f) Menerima atau memberi pinjaman jangka menengah/panjang 
serta mengadakan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat 
operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan 
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, yang disetujui 
oleh Dewan Komisaris. 
g) Melakukan penyertaan modal atau menghentikan penyertaan 
modal milik perseroan pada perusahaan lain yang dilakukan 
tidak melalui pasar modal. 
h) Mendirikan anak perusahaan. 
 
 
7) Dewan Komisaris Indosat sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) 
orang, satu diantaranya ditunjuk sebagai presiden komisaris. 
8) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS 
dengan kondisi sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Komisaris 
dipilih dari calon yang dinominasikan oleh pemegang saham seri 
A. 
9) Dewan Komisaris berkewajiban untuk : 
a) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap 
laporan keuangan tahunan dan hal penting lainnya. 
b) Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, sekurang-
kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun 
anggaran perseroan. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran 
Perseroan tidak disetujui dalam jangka waktu tersebut, Rencana 
Kerja dan Anggaran Perseroan tahun sebelumnya akan berlaku. 
c) Memantau perkembangan perseroan dan dalam hal perseroan 
menunjukkan tanda-tanda kemunduran, melaporkan segera 
kepada RUPS bersama dengan saran perbaikan yang harus 
dilakukan. 
d) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap segala 
permasalahan yang dianggap penting untuk manajemen 
perseroan. 
e) Mengusulkan penunjukkan akuntan untuk melaksanakan 
pemeriksaan terhadap kondisi keuangan perseroan untuk 
dilaporkan kepada RUPS. 
f) Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh 
RUPS. 
10) Rapat Dewan Komisaris mencapai kuorum jika dihadiri sekurang-
kurangnya lebih dari ½ (satu perdua) dari seluruh anggota 
komisaris perseroan. 
11) Keputusan dalam rapat dewan komisaris diambil melalui 
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk 
 
 
mufakat tidak tecapai, keputusan diambil berdasarkan persetujuan 
mayoritas. Jika suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, 
rencana tersebut dianggap tidak disetujui, kecuali dalam hal 
menyangkut individu, keputusan dapat diambil oleh Presiden 
Komisaris. 
12) RUPS mencapai kuorum jika dihadiri sekurang-kurangnya ½ (satu 
per dua) pemegang saham dari total saham yang dikeluarkan oleh 
perseroan. 
13) Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh mayoritas suara 
yang hadir atau diwakili. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju 
sama banyaknya, maka suatu rencana akan dianggap tidak 
disetujui. 
14) Dalam hal merger, konsolidasi, dan akuisisi, RUPS mencapai 
kuorum jika dihadiri oleh pemegang saham seri A dan pemegang 
saham lainnya atau wakilnya yang secara bersama-sama 
merepresentasikan ¾ (tiga per empat) pemegang saham yang sah 
dan harus mendapat persetujuan oleh pemegang saham seri A dan 
pemegang saham lainnya yang secara bersama-sama 
merepresentasikan ¾ (tiga per empat) suara dari total suara sah di 
dalam rapat. 
15) Perubahan Anggaran Dasar harus dilakukan melalui RUPS-LB 
yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) 
pemegang saham dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua 
per tiga) suara yang hadir. Dalam hal amandemen terkait dengan 
hak yang dimiliki oleh pemegang saham seri A, maka perubahan 
tersebut harus juga disetujui oleh pemegang saham seri A. 





Struktur organisasi Direksi di Indosat sebelum akuisisi oleh 































Struktur organisasi Direksi di Indosat setelah akuisisi oleh STT 































Berdasarkan skema tersebut terlihat bahwa Deputy President 
Director (Wakil Direktur Utama) membawahi direktorat yang bersifat 
operasional, sedangkan Direktur Utama membawahi direktorat 
keuangan dan direktorat corporate service. Sejak terjadi perubahan 
struktur organisasi tersebut, posisi wakil direktur utama dan direktur 
keuangan selalu dinominasikan dan dijabat oleh pihak ICL. Dengan 
alasan ICL sebagai investor dan Singapura dianggap menguasai 
teknologi lebih baik dibanding Indonesia dijadikan alasan mengapa 
Direktur Keuangan dan Direktur Informasi dan Teknologi selalu 
dipegang oleh pihak ICL. 
Selain perubahan di atas, terdapat perubahan mekanisme 
pengadaan di Indosat. Sebelum STT masuk, proses pengadaan lebih 
cenderung pada open tender, yaitu pengadaan yang secara penuh 
benar-benar dilakukan oleh tim procurement Indosat dengan 
spesifikasi yang ditentukan user. Setelah STT masuk tidak ada lagi 
tender terbuka seperti sebelumnya. 
Semenjak masuknya STT sebagai pemilik Indosat, fungsi 
pengadaan berada di bawah kendali Wakil Direktur Utama yang 
dijabat oleh Khaizad B. Heerdje saat ini. Sebelum di bawah kendali 
Khaizad, metode pengadaan jaringan saat Indosat dipimpin oleh 
Hasnul Suhaimi (Dirut) adalah non turn key yang dikerjakan oleh 
perusahaan lokal. Sedangkan dimasa Khaizad dirubah menjadi turn key 
yang dikerjakan oleh asing. Pembatalan oleh Khaizad terhadap metode 
pembangunan yang diterapkan oleh Hasnul, merupakan salah satu 
faktor mengapa Hasnul mundur dari posisi Direktur Utama. Hal mana 
juga menjadi indikasi yang mengendalikan Indosat adalah Wakil 
Direktur Utama, sementara Direktur Utama hanya sebagai simbol. 
Pembatalan tersebut mengakibatkan tidak adanya keputusan 
untuk pengadaan yang ditujukan untuk membangun jaringan. Kondisi 
 
 
tersebut berlangsung selama 9 (sembilan) bulan pertama pada tahun 
2006, sehingga kegiatan bisnis Indosat terhambat perkembangannya 
dan tertinggal dibanding dengan operator lain.  
Keterlambatan pembangunan jaringan ini menjadi dasar 4 
(empat) Direksi Indosat, yakni Jhoni Swandy Sjam, Wahyu Widjajadi, 
S. Wimbo S. Hardjito dan Wityasmoro untuk menemui Lee Theng 
Kiat (Komisaris Indosat) di Singapura untuk menjelaskan bahwa 
keterlambatan pembangunan jaringan akan merugikan Indosat. Selain 
itu 4 (empat) Direksi Indosat tersebut menyampaikan penilaiannya 
bahwa Khaizad tidak cakap menjadi pemimpin di Indosat. 
2. Perkembangan Industri Telekomunikasi di Indonesia 
Kegiatan telekomunikasi di Indonesia awalnya dikuasai oleh 
negara melalui Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT. Telkom Tbk. yang 
sampai tahun 2006 sahamnya dimiliki oleh pemerintah sebesar 51, 19% 
dan memonopoli jasa layanan telekomunikasi domestik serta PT. Indosat 
Tbk. (“Indosat“) yang keseluruhan sahamnya diakuisisi oleh pemerintah 
pada tahun 1980 dan memonopoli layanan jasa telekomunikasi 
internasional. Revolusi teknologi telekomunikasi di Indonesia diawali 
dengan lahirnya PT. Satelit Palapa Indonesia (“Satelindo”) pada tahun 
1993 yang mendapatkan lisensi untuk Sambungan Langsung Internasional, 
telepon selular, dan hak penguasaan eksklusif atas beberapa satelit 
komunikasi. Satelindo memperkenalkan layanan telepon selular pada 
bulan November 1994. Sampai dengan tahun 2000, Satelindo merupakan 
perusahaan joint venture dengan struktur kepemilikan saham sebagai 
berikut : 
a) PT Bimagraha Telekomindo (“Bimagraha”) sebesar 45%. 
b) Detemobil Deustche Telecom Mobilfunk GmbH sebesar 25%. 
c) Telkom sebesar 22,5%. 
d) Indosat sebesar 7,5%. 
 
 
Pada tanggal 26 Mei 1995 lahir PT. Telekomunikasi Selular 
(“Telkomsel”) sebagai penyedia jasa layanan telekomunikasi selular 
sekaligus operator pertama di Asia yang memberikan layanan kartu pra-
bayar. Sampai dengan tahun 2000, Telkomsel merupakan anak perusahaan 
Telkom dan Indosat dengan struktur kepemilikan saham sebagai berikut: 
a) Telkom sebesar 42,5%. 
b) Indosat sebesar 35%. 
c) PT Telecom BV of Netherland sebesar 17,28%. 
d) PT Setdco Megacell Asia sebesar 5%. 
Sebagai pionir penyedia jasa layanan telekomunikasi selular pra-
bayar, Telkomsel memiliki jumlah pelanggan dan pangsa yang besar dan 
mengalami pertumbuhan yang pesat hingga saat ini menjadi operator 
selular terbesar di Indonesia. Pada bulan Oktober 1996, PT. Excelcomindo 
Pratama (“XL”) mulai beroperasi di pasar selular Indonesia dan ikut 
meramaikan persaingan layanan telekomunikasi selular. PT. Indosat Multi 
Media Mobile (”IM3”) didirikan oleh Indosat pada bulan Mei tahun 2001 
dan mulai beroperasi pada pada bulan Agustus 2001 juga turut 
meramaikan persaingan layanan telekomunikasi selular di Indonesia. 
Pada tahun 1999 diterbitkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 
1999 tentang Telekomunikasi untuk mendorong industri telekomunikasi 
berkembang dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana 
dijelaskan pada Pasal 10 dan penjelasannya. Pada 3 April 2001, PT 
Indosat dan PT Telkom menyepakati untuk menghilangkan kepemilikan 
keduanya pada Telkomsel, Satelindo dan Lintas Artha, sesuai kesepakatan 
tersebut merubah struktur kepemilikan di Telkomsel dan Satelindo. 
Telkom mendapat tambahan saham di Telkomsel dari Indosat sebesar 
35%, sedangkan Indosat mendapat tambahan saham di Satelindo dari 
Telkom sebesar 22,5%. Selanjutnya, Indosat melakukan proses akuisisi 
Bimagraha yang menguasai saham sebesar 45% atas Satelindo, serta 
mendapatkan tambahan penguasan 25% saham atas Satelindo yang 
 
 
sebelumnya dikuasai oleh Detemobil pada bulan Juni 2002. Sejak saat itu 
Indosat menguasai 100% saham Satelindo. Pada akhir tahun 2001, saham 
Telkomsel yang dimiliki oleh KPN Netherland sebesar 17,28% dan yang 
dimiliki oleh Sedtco Megacell Asia sebesar 5% dialihkan seluruhnya 
kepada SingTel melalui SingTel Mobile dan diikuti dengan penjualan 
saham Telkomsel yang dimiliki oleh PT. Telkom kepada SingTel Mobile 
sebesar 12,7% pada tahun 2002, sehingga total kepemilikan saham 
SingTel Mobile di Telkomsel menjadi sebesar 35%. Pada bulan Mei 2002 
Pemerintah RI melepaskan kepemilikan saham sebesar 8,1% atas Indosat 
melalui tender global. Selanjutnya pada 15 Desember 2002 saham milik 
Pemerintah RI pada PT. Indosat sebesar 41,9% didivestasikan melalui 
tender yang dimenangkan oleh Singapore Technologies Telemedia 
(”STT”) dan kemudian dimiliki oleh anak perusahaannya yang didirikan di 
Mauritius yaitu Indonesian Communication Limited (”ICL”). Dengan 
demikian struktur kepemilikan Indosat menjadi sebagai berikut: 
a) Pemerintah RI sebesar 14,44%. 
b) ICL sebesar 41,9%. 
c) Publik sebesar 45,19%. 
Menyusul akuisisi oleh STT, Indosat mewujudkan rencana merger 
vertikal dengan anak-anak perusahaannya yaitu Satelindo, Bimagraha dan 
IM3 pada tanggal 20 November 2003 dengan tujuan memfokuskan 
bisnisnya pada jasa layanan telekomunikasi selular. Hingga saat ini 
Indosat menjadi operator telekomunikasi selular kedua terbesar di 
Indonesia dengan pangsa pasar 25.15% pada tahun 2006. 
Struktur pasar Industri Telekomunikasi di Indonesia hingga tahun 
2006, secara umum terdiri atas beberapa pelaku usaha yaitu PT. Telkom, 
PT. Telkomsel, PT. Indosat Tbk., PT. Excelcomindo, Bakrie Telecom, 
Mobile-8 / M-8 (Fren), Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dan 
Natrindo Telepon Seluler (NTS). Industri telekomunikasi selular 
merupakan sektor industri yang memiliki jumlah pelanggan terbesar di 
 
 
Indonesia dibanding dengan telepon tetap dan Fixed Wireless Access 
(FWA).  
Jumlah pelanggan dari tahun 2004 sampai 2006 mengalami 
peningkatan dua kali lebih, peningkatan terjadi dari 29 juta pelanggan 
menjadi hampir 64 juta pelanggan pada tahun 2006. Jumlah pelanggan 
operator telepon seluler terbanyak berdasarkan urutan terbesar hingga 
terkecil adalah: Telkomsel, Indosat, XL, M-8, Sampoerna dan NTS. 
Urutan operator dengan pelanggan terbanyak tersebut tidak mengalami 
perubahan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. 
F. Ketentuan Larangan Kepemilikan Saham Silang antar Perusahaan 
Telekomunikasi 
1. Ketentuan Larangan Kepemilikan Saham Silang Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
Indonesia memasuki era deregulasi pada tahun 1999 setelah pada 
tanggal 8 September 1999, pemerintah menerbitkan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagai pengganti dari 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi yang 
dipandang sudah tidak sesuai lagi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang berlaku efektif pada bulan 
September tahun 2000, kegiatan telekomunikasi meliputi : 
a. Jaringan telekomunikasi 
b. Jasa telekomunikasi 
c. Telekomunikasi khusus 
Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi, sebenarnya telah diatur mengenai pihak-pihak yang 
berwenang untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, yaitu : 
a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 




Untuk penyelenggara telekomunikasi khusus, dapat dilakukan oleh :  
a. Perseorangan. 
b. Instansi Pemeritah. 
c. Badan Hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau 
penyelenggara telekomunikasi.  
Adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi membawa angin segar dengan diberlakukannya kompetisi 
usaha dalam sektor telekomunikasi, karena dibukanya kesempatan bagi 
operator-operator lain untuk masuk, baik sebagai operator jaringan 
ataupun jasa telekomunikasi. Pihak asing dan swasta diperbolehkan 
menyediakan jasa telekomunikasi di Indonesia. Beberapa perusahaan asing 
maupun swasta mengambil kesempatan ini untuk mendirikan dan 
menyediakan jasa telekomunikasi di Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
tidak mengatur secara eksplisit mengenai larangan kepemilikan saham 
silang (share cross ownership) antar perusahaan telekomunikasi, namun 
secara interpretasi luas sebenarnya terdapat larangan kepemilikan saham 
silang apabila kepemilikan saham tersebut mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Apabila kepemilikan 
saham tersebut tidak mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, maka kepemilikan saham tersebut diperbolehkan. Hal 
tersebut diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 
tentang Telekomunikasi, yaitu mengenai larangan dalam penyelenggaraan 
telekomunikasi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi. 
Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan 
kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat di antara perusahaan telekomunikasi. 
 
 
Pengaturan yang demikian dimaksudkan agar terjadi kompetisi yang sehat 
antar perusahaan telekomunikasi dalam melakukan kegiatannya. Larangan 
tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan 
pelaksanaannya. 
2. Ketentuan Larangan Kepemilikan Saham Silang Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Perusahaan-
perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam sektor telekomunikasi 
merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas 
(PT) yang modalnya terbagi atas saham-saham dan membutuhkan modal 
yang sangat besar dalam melaksanakan kegiatannya. Modal yang sangat 
besar diperoleh dari investasi baik investasi yang berasal dari dalam negeri 
maupun dari investasi asing. Hal tersebut yang memungkinkan terjadinya 
kepemilikan saham silang karena pemilik modal yang menanamkan 
modalnya di suatu perusahaan dapat menanamkan modalnya di perusahaan 
lain dalam sektor usaha yang sama. 
Kepemilikan saham silang (share cross ownership) antar 
perusahaan telekomunikasi sudah dilakukan oleh Temasek Holdings pada 
perusahaan telekomunikasi di Indonesia yaitu PT Telkomsel dan PT 
Indosat Tbk. Kepemilikan saham silang antar perusahaan telekomunikasi 
oleh Temasek Holdings tersebut dilakukan melalui dua anak 
perusahaannya, yaitu Singapore Telecomunications Ltd. (Sing Tel) yang 
 
 
memiliki 35 % saham di PT Telkomsel dan Singapore Technologie 
Telemedia Pte. Ltd. (STT) memiliki 4o,77 % saham di PT Indosat Tbk., 
kedua perusahaan tersebut 100 % sahamnya dikuasai oleh Temasek 
Holdings. Padahal, pangsa pasar telepon seluler di Indonesia didominasi 
oleh PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk. hingga 84, 4 %. Dengan adanya 
penguasaan terhadap dua operator terbesar di Indonesia tersebut, Temasek 
menguasai 89, 61 % pangsa pasar industri telekomunikasi di Indonesia. 
Hal tersebut menunjukkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat. 
Sing Tel dan STT 100 % sahamnya dimiliki oleh Temasek 
Holdings, dalam hal ini Temasek Holdings merupakan perusahaan induk 
(Holding Company) yang menaungi kedua perusahaan tersebut yang 
memiliki saham di PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk., dengan demikian 
telah terjadi kepemilikan saham silang antar perusahaan telekomunikasi 
yang dilakukan oleh Temasek Holdings. Pengendalian oleh Temasek 
terjadi karena Temasek berfungsi sebagai Holding Company dari 
keseluruhan anak-anak perusahaannya. Tujuan dari suatu Holding 
Company adalah untuk mengkonsentrasikan kepemilikan saham-saham 
dengan tujuan untuk mencapai pengaruh pada perusahaan tertentu atau 
cabang perusahaan tertentu atau dengan maksud untuk mengendalikannya 
Suatu perusahaan induk adalah suatu perusahaan yang kegiatan 
utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan 
selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak-anak 
perusahaan. Dalam praktek dunia usaha, perusahaan induk selalu dibentuk 
dalam suatu Perseroan Terbatas, dengan demikian perusahaan induk 
(Holding Company) juga wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum 
yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 
Masing-masing anak perusahaan dengan induk perusahaan sebagai 
badan hukum perseroan terbatas yang berdiri sendiri-sendiri dan 
 
 
independen, maka masing-masing terlepas satu dengan yang lainya dalam 
hal tanggungjawab terhadap pihak ketiga sebatas harta yang dimiliki 
perseroan yang bersangkutan sebagai badan hukum. Untuk itu, perseroan 
harus memiliki harta kekayaan tersendiri dalam menjalankan kegiatan 
usahanya serta untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibanya. 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas mengatur mengenai kepemilikan saham, yaitu pada Pasal 36 
tertulis :  
(5) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri 
maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung 
atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan. 
(6) Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilika saham yang diperoleh 
berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat. 
(7) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal 
perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang 
memiliki saham dalam Perseroan. 
(8) Dalam hal Perseroan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan perusahaan efek, berlaku ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal. 
Adapun penjelasan terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 adalah sebagai berikut : 
Pasal 36 ayat (1) 
Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya 
pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham 
seharusnya dibebenkan kepada pihak lain. Demi kepastian, Pasal 
ini menentukan bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham 
untuk dimiliki sendiri. 
Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang 
(cross holding) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham 
yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham 
Perseroan tersebut, bait secara langsung maupun tidak langsung. 
Pengertian kepemilikan silang secara langsung adalah apabila 
Perseroan pertama memiliki saham pada Perseroan kedua tanpa 
melalui kepemilikan pada satu ”Perseroan antara” atau lebih dan 




Pengertian kepemilikan silang secara tidak langsung adalah 
kepemilikan Perseroan petama atas saham pada Perseroan kedua 
melalui kepemilikan pada satu ”Perseroan antara” atau lebih dan 
sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan 
pertama. 
Pasal 36 ayat (2) 
Kepemilikan sama yang mengakibatkan pemilikan saham oleh 
Perseroan sendiri atau pemilikan saham secara kepemilikan silang 
tidak dilarang, jika pemilikan saham tersebut diperoleh 
berdasarkan peralihan kerena hukum, hibah, atau wasiat oleh 
karena dalam hal ini tidak ada pengeluaran saham yang 
memerlukan setoran dana dari pihak lain, sehingga tidak melanggar 
ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Hal inilah yang membuat Temasek Holdings telah melakukan 
kepemilikan saham silang pada PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk. 
melalui dua anak perusahaannya yaitu Sing Tel dan STT. Kepemilikan 
saham silang antar perusahaan telekomunikasi tersebut bertentangan 
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, karena Temasek Holdings 
telah menguasai saham dalam sektor telekomunikasi di Indonesia pada PT 
Telkomsel dan PT Indosat Tbk. melalui dua anak perusahaannya yaitu 
Sing Tel dan STT yang 100 % sahamnya dikuasai oleh Temasek Holdings 
selaku perusahaan induk.  
3. Ketentuan Larangan Kepemilikan Saham Silang Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
Di Indonesia hukum persaingan usaha merupakan bagian dari 
hukum ekonomi. Dasar kebijakan politik ekonomi nasional dan hukum 
ekonomi harus mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang secara 
jelas menyatakan bahwa perekonomian nasional harus dibangun atas dasar 
falsafah ekonomi dalam wujud kerakyatan. Kemakmuran yang 
diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. 
 
 
Substansi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam 
bagian konsiderans menimbang terlihat di sana dapat diketahui bahwa 
falsafah yang melatarbelakangi kelahiran dan sekaligus memuat dasar 
pikiran perlunya disusun Undang-Undang tersebut, yaitu : 
a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada 
terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 . 
b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya 
kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di 
dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/ atau jasa, dalam 
iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. 
c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam 
situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan 
adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, 
dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh 
negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian 
internasional. 
d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif Dewan perwakilan Rakyat perlu 
disusun Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa 
tujuan dari pembentukan Undang-Undang tersebut adalah: 
a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. 
b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan 
usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan 
 
 
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, 
dan pelaku usaha kecil. 
c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. 
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 
Kepemilikan saham silang (share cross ownership) antar 
perusahaan telekomunikasi yang dilakukan Temasek Holdings pada PT 
Telkomsel dan PT Indosat Tbk. melalui dua anak perusahaanya , yaitu 
memiliki 35% saham di Telkomsel melalui Singapore Telecomunications 
Ltd. (Sing Tel) dan memiliki 40,77% saham di Indosat melalui Singapore 
Technologie Telemedia Pte. Ltd. (STT). Oleh karena itu Temasek Holding 
diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat terkait 
Pasal 27 yang mengatur mengenai pemilikan saham. 
Kepemilikan Temasek di Telkomsel dan Indosat merupakan 
kepemilikan mayoritas saham. Kepemilikan saham oleh Temasek melalui 
STT melalui Indonesia Communication Ltd (ICL) dan SingTel dalam 
Industri telekomunikasi seluler nasional telah melanggar Pasal 27, 
Pasal 27  
Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa 
perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang 
yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan 
beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama 
pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut 
mengakibatkan: 
1) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 
lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu. 
2) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 
menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa 
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 
Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat diklasifikasikan kepada 
 
 
beberapa jenis dengan hak yang masing-masing berbeda. Pasal 27 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak menjelaskan jenis 
saham yang dimaksud dalam terminolgi “saham mayoritas”. Oleh karena 
itu, pengertian saham mayoritas pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 memerlukan penafsiran lebih lanjut, yaitu melalui :  
a. Penafsiran Gramatikal Saham  
1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga, 
Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005 
adalah: 
a) Bagian; andil; sero. 
b) Surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang 
memberikan hak atas deviden dan lain-lain menurut besar 
kecilnya modal yang disetor. 
c) Hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap 
perusahaan berkat penyerahan bagian modal, sehingga 
dianggap berbagi. 
KBBI tidak menerangkan pengertian mengenai saham mayoritas 
dan hanya memberikan pengertian mengenai mayoritas, yaitu: 
jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu menurut 
suatu patokan dibandingkan dengan jumlah yang lain yang tidak 
memperlihatkan ciri itu. 
Berdasarkan gabungan pengertian saham dan mayoritas 
berdasarkan KBBI tersebut maka saham mayoritas adalah bukti 
pemilikan modal perseroan terbatas dengan jumlah terbanyak yang 
memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan dibandingkan 
dengan jumlah lain yang tidak memperlihatkan ciri itu. Pengertian 
ini tidak memberikan tafsiran yang jelas mengenai saham 
mayoritas karena pengertian mayoritas di KBBI mengacu pada 
orang dan adanya “patokan tertentu” yang juga tidak definitive. 
 
 
2) Menurut Black’s Law Dictionary, Shareholder adalah “one who 
owns or holds a shares in a company, esp. a corporation” dan 
majority shareholder adalah “a shareholder who owns or controls 
more than half the corporation’s stock”. 
Pengertian majority shareholder menurut Black’s Law Dicitionary 
adalah pemilik saham yang memiliki atau menguasai lebih dari 
setengah saham perseroan. Pengertian ini menjadi terlalu sempit 
jika terdapat lebih dari satu klasifikasi saham dalam perseroan. 
3) Jika penafsiran saham mayoritas pada Pasal 27 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan pengertian Black’s Law 
Dictionary, maka ketentuan ini dengan mudah disimpangi dengan 
menciptakan saham tanpa hak suara di atas 50% yang diberikan 
atau dimiliki oleh pihak lain sementara hak untuk mengendalikan 
perseroan seluruhnya dilekatkan pada saham khusus dengan jumlah 
kurang dari 50% atau bahkan pada satu lembar saham saja. Oleh 
karena itu, masih diperlukan penafsiran lain terhadap ”saham 
mayoritas” yang dimaksud pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999, lebih dari sekedar penafsiran secara bahasa. 
b. Penafsiran Sistematis 
Istilah “saham” ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1995 Tentang Perseroan Terbatas (Meskipun telah ada Undang-
Undang Tentang Perseroan Terbatas yang baru, yaitu Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 
tetap dijadikan sebagai acuan karena periode pelanggaran terjadi pada 
saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 masih berlaku). Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1995 menjelaskan organ-organ yang terdapat 
dalam suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, yaitu Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. 
Organ pengambil keputusan tertinggi dalam suatu PT terletak pada 
RUPS yang merupakan representasi dari para pemilik perusahaan. 
 
 
Pemilik perusahaan menetapkan arah kebijakan perusahaan yang akan 
direalisasikan oleh Direksi dengan diawasi oleh Dewan Komisaris 
dalam pelaksanaannya.  
Melalui one share one vote, keputusan dalam RUPS pada umumnya 
dapat dicapai melalui simple majority, yaitu vote di atas 50%. Dengan 
demikian kendali atas perusahaan tersebut diperoleh jika pelaku usaha 
memiliki saham di atas 50%. Dalam hal tidak terdapat pemegang 
saham di atas 50% pada suatu perusahaan, maka secara de jure tidak 
terdapat pengendali atas perusahaan tersebut, namun secara de facto, 
pemegang saham yang terbesar dibanding dengan pemegang saham 
lainnya mempunyai posisi tawar yang lebih kuat dibanding pemegang 
saham lainnya, sehingga pemegang saham lain dengan komposisi lebih 
kecil memiliki kecenderungan untuk mengikuti kehendak dari 
pemegang saham terbesar. Oleh karena itu, dalam posisi tersebut, 
pengendali perusahaan dapat diartikan sebagai pemegang saham 
terbesar dibanding dengan pemegang saham lainnya di dalam 
perusahaan. Besaran persentasi kepemilikan saham tidak menjadi 
patokan, tetapi distribusi komposisi kepemilikan saham menjadi 
penting dalam menentukan siapa pengendali pada perusahaan tersebut. 
Lebih jauh lagi, Undang-Undang PT mensyaratkan adanya mayoritas 
khusus dalam pengambilan keputusan tekait permasalah tertentu, yaitu 
2/3 mayoritas untuk perubahan Anggaran Dasar dan ¾ mayoritas 
dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran 
dan kepailitan. Dalam pengambilan keputusan terkait permasalahan-
permasalahan tersebut, kepemilikan saham dengan besaran di atas 25% 
menjadi penting karena dapat memveto pengambilan keputusan dalam 
RUPS. Hal ini menunjukkan sebesar apapun saham yang dimiliki oleh 
pemegang saham lain, selama masih terdapat satu pemegang saham 
dengan besaran kepemilikan di atas 25%, maka pemegang saham 
tersebut dapat dianggap sebagai pengendali perusahaan. 
 
 
c. Penafsiran Historis 
Berdasarkan memorie van toelichting (notulensi pembahasan Undang-
Undang) khususnya pada saat pembahasan Pasal 27 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999, tidak ditemukan adanya pembahasan yang 
komprehensif tentang pengertian saham mayoritas. Catatan sejarah ini 
tidak dapat membantu untuk menjelaskan mengenai maksud dari 
pembentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap istilah 
“saham mayoritas”. 
d. Penafsiran Teleologis 
Pengertian saham mayoritas juga harus dilihat berdasarkan tujuan 
kemasyarakatannya. Tujuan dari pembentukan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagaimana diterangkan dalam 
konsideran Undang-Undang tersebut dan pada Pasal 3. Baik pada 
konsideran maupun tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan agar tidak tercipta adanya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. 
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lahir sebagai norma 
yang menunjang tujuan tersebut. Pasal ini melarang adanya 
kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan yang 
beroperasi pada pasar yang sama jika kepemilikan tersebut 
mengakibatkan penguasaan pangsa pasar melebih 50%. Pemusatan 
kekuatan ekonomi sebagaimana dimaksud angka 2 di atas 
terealisasikan melalui sentralisasi pengambilan keputusan ekonomi 
pada suatu pelaku usaha. Suatu keputusan dapat efektif tercapai jika 
terdapat kendali nyata yang dimliki oleh suatu pelaku usaha terhadap 
suatu perusahaan. 
Dalam konteks Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 
perusahaan-perusahaan tersebut memiliki pangsa pasar di atas 50%, 
sehingga pengendalian yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha 
terhadapnya akan berdampak pada pasar bersangkutan. Dengan 
 
 
demikian pemusatan keputusan ekonomi tercapai ketika pengendalian 
terhadap beberapa perusahaan terpusat pada satu pihak saja yang 
dalam konteks Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
diterjemahkan sebagai “saham mayoritas”. 
Peraturan perundang-undangan lain di Indonesia tidak ada yang 
menjelaskan mengenai pengertian saham mayoritas. Beberapa peraturan 
perundang-undangan yang ada hanya menjelaskan mengenai saham utama 
atau saham pengendali. 
Negara-negara lain pada umumnya tidak mengatur secara khusus 
mengenai larangan kepemilikan saham silang (share cross ownership) 
oleh satu pelaku usaha. Peraturan mengenai kepemilikan saham yang ada, 
pada umumnya merupakan bagian dari analisis merger dan akuisisi yang 
berdampak negatif pada persaingan usaha. Merger tercipta antara satu 
perusahaan dengan perusahaan lain ketika suatu perusahaan yang pertama 
mengakuisisi saham perusahaan kedua dengan jumlah tertentu, sehingga 
dampak persaingan dari merger tersebut perlu dianalisis lebih dalam. 
Berdasarkan seluruh uraian di atas maka pengertian ”saham 
mayoritas” yang paling tepat untuk Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1995 adalah adanya kendali yang dimiliki oleh satu pelaku usaha 
terhadap pelaku usaha lain. Dari sisi besaran, tidak ada nilai mutlak yang 
dapat ditentukan untuk menyimpulkan adanya kendali. Kepemilikan 
saham dengan voting rights di atas 50% hampir dapat dipastikan 
memberikan kendali kepada pemiliknya (positive control). Kepemilikan 
saham di bawah 50%, namun di atas 25% hampir dipastikan memberikan 
kemampuan pemiliknya untuk menghalangi keputusan-keputusan strategis 
yang memerlukan persetujuan mayoritas khusus (negative control), 
sehingga kepemilikan saham 25% atau lebih pada satu perusahaan juga 
memberikan kendali yang signifikan pada perusahaan tersebut. Sedangkan 
untuk kepemilikan saham di bawah 25% tidak serta merta menandakan 
 
 
pemiliknya tidak memiliki kendali terhadap perusahaan, faktor-faktor 
tertentu harus dipertimbangkan untuk melihat apakah pemilik saham 
tersebut memiliki decisive influence (dalam istilah di EU) atau material 
influence (dalam istilah di UK) terhadap arah kebijakan perusahaan. 
Adanya pengaruh terhadap kebijakan perusahaan menandakan pemilik 
saham tersebut meskipun bukan merupakan saham pengendali, namun 
memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan. 
Temasek melalui anak perusahaannya memiliki 35% saham dengan 
hak suara di Telkomsel, hak untuk menominasikan direksi dan komisaris, 
dan kewenangan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan terutama 
dalam hal persetujuan anggaran melalui Capex Committee dan 
kemampuan untuk memveto putusan RUPS (negative control) dalam hal 
perubahan Anggaran Dasar, buy back saham perusahaan, penggabungan, 
peleburan, pengambilalihan, pembubaran dan likuidasi perusahaan. Hal 
yang sama terjadi juga pada Indosat, Temasek memiliki sekitar 40,77% 
saham dengan hak suara di Indosat, hak untuk menominasikan direksi dan 
komisaris dan kewenangan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan 
Indosat. Pemegang saham lainnya adalah Pemerintah RI sebesar 15% dan 
publik sebesar 43,06%. Saham publik diperdagangkan di pasar modal 
Indonesia dan Amerika Serikat yang berubah-ubah terus kepemilikannya 
dan secara keseluruhan hampir tidak mungkin untuk bertindak secara 
bersama-sama. Oleh karena itu, Temasek merupakan pengendali aktif 
(positive control) di Indosat Dengan demikian Temasek melalui anak-anak 
perusahaannya memiliki kendali pada Telkomsel dan Indosat. 
Terhadap kasus kepemilikan saham silang oleh Temasek Holdings, 
pada Pasal 27 terdapat dua perspektif untuk menentukan ada tidaknya 
pelanggaran terhadap Pasal 27 yaitu perspektif minimalis dan maksimalis. 
Menurut minimalis telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 27 apabila 
berdasarkan bukti yang cukup terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) unsur 
penting yaitu, Pertama, adanya pelaku usaha yang mengendalikan atau 
 
 
mendirikan beberapa perusahaan dalam suatu pasar bersangkutan, dan 
Kedua, pengendalian atau pendirian tersebut menghasilkan penguasaan 
pasar bagi pelaku usaha tersebut lebih dari 50%. Jadi, perilaku (conduct) 
yang dilarang adalah memiliki pengendalian atau mendirikan beberapa 
perusahaan, dan akibat yang dilarang adalah penguasaan pasar lebih dari 
50%. Perspektif minimalis juga menganggap telah terjadi pelanggaran 
terhadap Pasal 27, apabila terbukti ada pelaku usaha yang memiliki saham 
mayoritas di dua atau lebih perusahaan yang bersaing, dan kepemilikan 
tersebut menghasilkan penguasaan pasar lebih dari 50%. Pendekatan yang 
digunakan adalah per se rule karena dari segi rumusannya ketentuan Pasal 
27 tidak mencantumkan salah satu dari dua kalimat “dapat menimbulkan 
praktek monopoli” dan/ atau “persaingan usaha tidak sehat”. 
Berbeda dengan perspektif minimalis, perspektif maksimalis 
berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 27 apabila 
selain terpenuhi 2 (dua) unsur dalam perspektif minimalis juga terpenuhi 
unsur lainnya yaitu adanya praktek usaha (conduct) yang menimbulkan 
dampak negatif terhadap persaingan. Dalam perspektif ini praktek usaha 
(conduct) yang dilarang adalah penyalahgunaan penguasaan dipasar yang 
menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan. Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan rule of reason karena tugas Komisi secara 
umum adalah menilai ada tidaknya dampak negatif suatu praktek usaha 
terhadap persaingan. 
Mengenai perspektif terhadap Pasal 27, Majelis Komisi dalam 
perkara ini menggunakan perspektif maksimalis, sehingga unsur penting 
pelanggaran Pasal 27 adalah, Pertama, adanya pelaku usaha; Kedua, 
memiliki saham di beberapa perusahaan; Ketiga, menguasai pasar; 
Keempat, perilaku penyalahgunaan posisi dominan; dan Kelima, dampak 
negatif terhadap persaingan. 
 
 
Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
tidak secara konkrit mengatur mengenai kepemilikan saham silang, tetapi 
hanya mengatur mengenai kepemilikan saham pada para pelaku usaha,  
namun pada Pasal 27 terdapat dua perspektif untuk menentukan ada 
tidaknya kepemilikan saham silang, yaitu perspektif minimalis dan 
maksimalis. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian-pembuktian terhadap 
kasus yang terkait dengan adanya kepemilikan saham silang, karena 
sifatnya masih Rule of Reason, yakni dituntut adanya pembuktian-
pembuktian bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian sosial. 
G. Kasus Kepemilikan Saham Silang yang Dilakukan oleh Temasek 
Holdings pada PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk Terkait dengan 
Larangan Kepemilikan Saham Silang antar Perusahaan Telekomunikasi 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
1. Profil Temasek Holdings 
Temasek berarti pemukiman pantai. Tadinya, Temasek adalah 
tempat singgah pedagang Cina dan India di awal abad ke-14. Pulau kecil 
di Semenanjung Melayu ini diubah namanya menjadi Singapore oleh Sir 
Thomas Stamfrod Raffles. Sekarang, Temasek sudah menguasai Cina, 
India, dan banyak negara lain di Asia.    
Temasek Holdings didirikan tahun 1974 adalah perusahaan 
investasi di Asia yang berkedudukan di Singapura. Investasi Temasek 
berjumlah US$ 129 miliar (US$ 80 miliar) yang tersebar di Singapura, 
Asia, dan negara-negara OECD yang mencakup sektor telekomunikasi dan 
media, jasa keuangan (perbankan), properti, otomotif, transportasi dan 
logistik, energi dan sumber daya, infrastruktur, rekayasa dan teknologi, 
serta farmasi dan industri perfilman. Sejak tahun 2004, nilai investasi 
portofolio Temasek terus bertambah dari sekitar US$ 90 milyar menjadi 
US$ 103 milyar pada tahun 2005. Pada tahun 2006 investasi portofolio 
 
 
meningkat pesat menjadi S$129 milyar. Fokus utama investasi Temasek 
ditujukan pada sektor keuangan dan perbankan serta telekomunikasi dan 
media. Pada tahun 2004, porsi investasi pada sektor telekomunikasi dan 
media tercatat sebesar 36% dan sektor keuangan dan perbankan sebesar 
21%, akan tetapi pada tahun 2005, porsi investasi di sektor keuangan 
mulai meningkat melebihi porsi sektor telekomunikasi dan media, yaitu 
sebesar 35% dibandingkan dengan sektor telekomunikasi yang turun 
menjadi sekitar 26%. Dari data–data tersebut, mayoritas investasi yang 
dilakukan oleh Temasek terfokus pada industri keuangan dan 
















Tabel berikut memberikan gambaran tentang investasi portofolio 
Temasek menurut industri : 
Tabel 3 




2003 2004 2005 2006 
Telekomunikasi 
dan Media 
36 33 33 26 








10 10 10 9 
Energi dan 
Sumberdaya 
7 8 8 6 
Properti 6 8 8 7 
Biopharma dan 
Lain – lain 
6 3 3 4 
Jumlah 100 100 100 100 
(Sumber : Putusan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007) 
Khusus dalam bidang telekomunikasi dan media, Temasek 
memiliki saham pada MediaCorp (100%), Singapore Technologies 
Telemedia (100%), Global Crossing (71%), StarHub (57%), Singapore 
Telecommunications (56%), Shin Corporation (44%), dan PT Indosat 
(sekitar 41%). ST Telemedia didirikan tahun 1994 dan memberikan 
 
 
layanan penuh jasa informasi, telekomunikasi, dan hiburan melalui fixed 
line, mobile, dan internet. Bisnis ST Telemedia difokuskan dalam dua 
bidang :  
a. Wireless telephony.  
b. Global internet protocol (IP) services. 
Mengacu pada SC 13D, dokumen yang diserahkan kepada US 
Securities and Exchange Commission, ST Telemedia memiliki seluruh 
saham STT Communications Ltd. dan Indonesia Communication Ltd. ST 
Telemedia melalui STT Communication dan Indonesian Communication 
Ltd. telah mengakuisisi saham seri B PT. Indosat sebanyak 434,250,000 
yang mewakili sekitar 41.94 % total saham seri B pada tanggal 15 
Desember 2002.  
SingTel didirikan bulan Maret 1992 dan menjual saham ke publik 
pada bulan Oktober 1993 adalah perusahaan jasa yang memberikan 
layanan data dan suara di atas fixed line, mobile dan internet. SingTel 
merupakan pemimpin pasar dalam operator selular di Singapura dengan 
menguasai 43% pasar pascabayar. Pada tahun 2001 SingTel melakukan 
akuisisi asing terbesar dengan membeli Optus, operator telekomunikasi 
terbesar kedua di Australia, disusul dengan akuisisi Telkomsel di 
Indonesia, Bharti Group di India, Pacific Bangladesh Telecom Ltd. di 
Bangladesh dan meningkatkan kepemilikan sahamnya di Globe Telecom 
di Filipina. Per Maret 2006, SingTel dan afiliasinya telah memiliki 85 juta 
pelanggan telepon selular, pelanggan selular terbesar di Asia di luar Cina. 
Pada tahun 2005, investasi portofolio Temasek di sektor 
telekomunikasi berkembang secara pesat. Dari empat perusahaan pada 
tahun 2004, berkembang menjadi sekitar sembilan perusahaan, enam di 
antaranya menjadi pemegang saham mayoritas. Temasek hanya 
melakukan investasi di beberapa perusahaan sebagai pemegang saham 
 
 
minoritas dan memperkuat posisinya sebagai pemegang saham mayoritas 
di beberapa perusahaan yang telah dimiliki. 
Dalam melakukan akuisisi terhadap Telkomsel, SingTel 
menggunakan SingTel Mobile, anak perusahaan yang 100% dikuasai oleh 
SingTel, berdasarkan SingTel Annual Report 2005/2006. Pada tahun 2006, 
Temasek menjual sahamnya di beberapa perusahaan telekomunikasi 
seperti Telekom Malaysia dan Equinix, serta menjual sebagian sahamnya 
yang ada di perusahaan StarHub dan SingTel. Melalui Alpen Holdings, 
Temasek memiliki saham pada perusahaan telekomunikasi Shin Corp. 
Pada tahun 2006 juga, Temasek mendirikan Asia Financial Holdings, 
sebuah perusahaan yang memegang penuh kendali perusahaan jasa 
keuangan dan perbankan yang dimiliki oleh Temasek. 
Secara regional, Temasek menguasai sebagian besar industri 
seluler di kawasan ASEAN, dengan kepemilikan saham di perusahaan 
telekomunikasi yang besar di masing-masing negara-negara ASEAN. 
Secara total Temasek memiliki pelanggan lebih dari 120 Juta, yang 
tersebar dari India, Indonesia sampai dengan Australia. Kewenangan 
Temasek, SingTel, SingTel Mobile, STT, STTC, AMHC, AMH, ICL dan 
ICPL terhadap anak perusahaannya adalah sebagaimana dituangkan dalam 
Anggaran Dasar masing-masing perusahaan, secara berturut-turut adalah 
sebagai berikut:  
a. Temasek sebagai pemegang saham di SingTel memiliki kewenangan 
untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi SingTel.  
b. Temasek sebagai pemegang saham di STT memiliki kewenangan 
untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi STT.  
c. SingTel sebagai pemegang saham SingTel Mobile memiliki 




d. SingTel Mobile sebagai pemegang saham Telkomsel memiliki 
kewenangan untuk menempatkan 2 orang di Dewan Direksi 
Telkomsel. 
e. STT sebagai pemegang saham STTC memiliki kewenangan untuk 
mengangkat dan memberhentikan Direksi STTC. 
f. STTC sebagai pemegang saham AMHC memiliki kewenangan untuk 
mengangkat dan memberhentikan Direksi AMHC. 
g. AMHC sebagai pemegang saham AMH memiliki kewenangan untuk 
mengangkat dan memberhentikan Direksi AMH. 
h. AMH sebagai pemegang saham ICPL memiliki kewenangan untuk 
mengangkat dan memberhentikan Direksi ICPL. 
i. AMH sebagai pemegang saham ICL memiliki kewenangan untuk 
mengangkat dan memberhentikan Direksi ICL  
j. ICL dan ICPL sebagai pemegang saham Indosat memiliki kewenangan 
untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi Indosat dan 
mengangkat dan memberhentikan Komisaris. 
Melalui kewenangan yang dimilikinya tersebut maka diangkatlah 
para pengurus dari masing-masing perusahaan. Kendali dari induk 
perusahaan tertinggi, dalam hal ini Temasek, terlihat dari banyaknya 
jabatan yang dirangkap oleh orang yang sama. Diketahui adanya jabatan 
rangkap dalam kelompok usaha Temasek ini, yaitu : (www.Temasek.com) 
a. Simon Israel merupakan anggota direksi Temasek dan anggota direksi 
Singtel; 
b. Chua Sock Koong duduk sebagai manajemen SingTel dan juga 
SingTel Mobile; 
c. Lim Chuan Poh duduk sebagai manajemen SingTel dan juga 
merupakan komisaris Telkomsel; 




e. Ho Ching merupakan CEO dari Temasek, Executive Vice President 
dari STT, dan Executive Vice President dari STTC; 
f. Lee Theng Kiat merupakan direktur pada STT, STTC, AMHC, AMH, 
dan juga merupakan Komisaris di Indosat; 
g. Lim Ming Seong merupakan Direktur pada STT dan STTC; 
h. Vincente Perez merupakan direktur pada STT, STTC, AMHC, dan 
AMH. 
i. Justin Weaver Lilley merupakan Direktur pada STT dan STTC. 
j. Chang See Hiang merupakan Direktur pada STT dan STTC. 
k. Sir Michael Perry merupakan Direktur pada STT dan STTC. 
l. Peter Seah merupakan anggota Advisory Panel Temasek dan direktur 
pada STT, STTC, AMHC, AMH, dan juga merupakan Komisaris di 
Indosat. 
m. Sam Soon Lin merupakan direktur pada STT, STTC, AMHC, AMH, 
dan juga merupakan Komisaris di Indosat. 
n. Tan Guong Ching merupakan direktur pada STT, STTC, AMHC, dan 
AMH. 
o. Steven Geoffrey Miller merupakan CFO (Chief Financial Officer) 
pada STT, STTC, AMHC, dan ICPL. 
p. Pek Siok Lan merupakan Legal Counsel di STT dan Company 
Secretary di AMHC dan AMH. 
q. Lian Mae Ai merupakan Legal Counsel di STT dan Company 
Secretary di AMHC dan AMH. 
r. Chia Wen See merupakan Legal Counsel di STT dan ICPL. 
s. Yap Boh Pin merupakan Direktur di AMH dan AMHC. 
t. Edward Lee merupakan Direktur di AMH dan AMHC. 
u. Kek Soon Eng merupakan Direktur di ICL dan ICPL. 




2. Kasus Kepemilikan Saham Silang yang Dilakukan oleh Temasek 
Holdings pada PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk.  
Berdasarkan fakta yang diperoleh, Temasek melalui anak 
perusahaannya memiliki 35% saham dengan hak suara di Telkomsel 
melalui Singapore Telecomunications Ltd. (Sing Tel), hak untuk 
menominasikan direksi dan komisaris, dan kewenangan untuk menentukan 
arah kebijakan perusahaan terutama dalam hal persetujuan anggaran 
melalui Capex Committee dan kemampuan untuk memveto putusan RUPS 
(negative control) dalam hal perubahan Anggaran Dasar, buy back saham 
perusahaan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran dan 
likuidasi perusahaan. 
Hal yang sama terjadi juga pada Indosat, Temasek memiliki sekitar 
4O,77% saham dengan hak suara di Indosat melalui Singapore 
Technologie Telemedia Pte. Ltd. (STT), hak untuk menominasikan direksi 
dan komisaris dan kewenangan untuk menentukan arah kebijakan 
perusahaan Indosat. Pemegang saham lainnya adalah Pemerintah RI 
sebesar 15% dan publik sebesar 43,06%. Saham publik diperdagangkan di 
pasar modal Indonesia dan Amerika Serikat yang berubah-ubah terus 
kepemilikannya dan secara keseluruhan hampir tidak mungkin untuk 
bertindak secara bersama-sama. Oleh karena itu, Temasek merupakan 
pengendali aktif (positive control) di Indosat. 
Anak perusahaan Temasek Holdings, Singapore Telecom Mobile 
Pte. Ltd menguasai 35 % saham di Telkomsel, sementara 65 % dikuasai 
oleh PT Telkom. Meski kepemilikan saham pemerintah di PT Telkomsel 
besar, namun pengaruhnya dalam operasional sangat minim. Pemerintah 
sebagai saham pasif, jadi yang membuat keputusan tetap yang 
mengendalikan adalah Temasek (www.Hukumonline.com). 
Kepemilikan saham silang (Share Cross Ownership) selain 
memiliki dampak langsung terhadap perubahan struktur kepemilikan suatu 
 
 
perusahaan juga akan memberikan dampak perubahan struktur industri 
dimana perusahaan itu berada. Untuk mengukur apakah share cross-
ownership yang sedang diteliti memberikan dampak buruk terhadap 
persaingan, otoritas kompetisi lazimnya memperhatikan perubahan tingkat 
konsentrasi industri sebelum dan sesudah share cross-ownership terjadi. 
Apabila tingkat struktur industri setelah share cross-ownership semakin 
terkonsentrasi maka hal tersebut memberikan indikasi bahwa share cross-
ownership yang dilakukan berdampak buruk terhadap persaingan. 
Dampak akhir dari share cross-ownership yang berdampak buruk 
terhadap persaingan adalah adanya nilai kerugian konsumen atau disebut 
consumer loss. Consumer loss muncul sebagai akibat dari tingginya harga 
jual produk dibandingkan dari yang seharusnya dapat dijangkau lebih 
murah atau kuantitas output di pasaran yang jumlahnya lebih rendah dari 













Skema Dampak Share CrosKehadiran price leadership 
dalam suatu industri menyebabkan pilihan konsumen untuk 
menikmati harga yang lebih murah menjadi terhambat. Price 
leadership merupakan salah satu pola pergerakan harga yang 
paralel antar pelaku usaha di pasar bersangkutan. Pola pergerakan 
paralel dalam bentuk price leadership akan terjadi bila follower 
merespon ke arah yang sama dengan perubahan harga yang 
dilakukan oleh leader.Indikasi terjadinya price leadership adalah 
adanya pola perubahan tarif antar operator yang relatif seragam, 
tingginya harga produk, serta tingginya margin keuntungan antar 
pelaku usaha. 
Tabel 4 
Pangsa Pasar Layanan Telekomunikasi Seluler Periode 2001-2006 














         
 2001 76.34% 6,688 2,073.03 23.66% 
 2002 83.58% 10,845 2,130.41 16.42% 
2003 88.09% 16,264 2,198.06 11.91% 
2004 89.74% 22,107 2,528.48 10.26% 





2006 89.64% 38,373 4,437.17 10.36% 





   
 
 
(Sumber : www.KPPU.com)  
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa secara bersama-sama 
Telkomsel dan Indosat menguasai pangsa pasar telekomunikasi sebesar 
88.09 % pada tahun pertama share cross-ownership terjadi, dan pada 
tahun 2006 menjadi 89.64 %.  Nilai pangsa pasar pada periode 2003-2006 
(periode share cross-ownership) selalu di atas pangsa pasar jumlah pangsa 
pasar Indosat dan Telkomsel pada periode 2001-2002. 
Secara rata-rata pangsa pasar Indosat-Telkomsel pada periode 
share cross-ownership adalah 89.61 %. Nilai tersebut lebih tinggi 
dibandingkan nilai pangsa pasar tertinggi keduanya pada periode sebelum 
terjadinya share cross ownership yaitu pada tahun 2002 dengan nilai 
pangsa pasar sebesar 83.58%. Dengan demikian, secara nyata telah terjadi 
peningkatan pangsa pasar bersama antara Telkomsel dan Indosat pada 
periode share cross-ownership oleh Temasek dibandingkan sebelum 
terjadinya share cross ownership. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa share cross-ownership yang terjadi pada industri jasa seluler 
semakin menjauhkan industri tersebut sehat dan kompetitif karena 
melemahkan persaingan Indosat sebagai closest rival terhadap Telkomsel 
















Perbandingan tarif – intraoperator (Rp) 
Negara Operator Peak Off Peak 
Indonesia Telkomsel 1500 300 
Indonesia Indosat 1500 1500 
Indonesia XL 1248 1248 
Malaysia Celcom 1493 978 
Brunei B-Mobile 289 
Thailand DTAC 524 
India BSN 475 
Singapura Singtel 924 462 
Vietnam Mobifone 737 
  (Sumber : www.Ditjen Postel.com) 
Kerugian konsumen menurut harga intraoperator, jika 
dibandingkan dengan harga negara lain adalah sebagai berikut: 
   Tabel 6 
  Kerugian Konsumen menurut Harga Intraoperator 
 Negara P Q Consumer loss (Milyar) 
Indonesia 1091.517 39.22054   
Brunei 289 448.8093 195826.1183 
Thailand 524 328.8699 104448.8089 
India 475 353.8786 121176.1478 
Singapura 924 124.7179 13731.23928 
Vietnam 737 220.159 45977.22768 
(Sumber : www.Ditjen Postel.com) 
Seperti yang dapat diperhatikan, kerugian konsumen Indonesia jika 
harga kompetitif adalah harga yang berlaku di Brunei mencapai Rp. 195,8 
Trilyun setiap tahunnya, dan jika harga kompetitif adalah harga yang 
 
 
berlaku di Thailand dan India berturut-turut mencapai Rp. 104,4 Trilyun 
dan Rp. 121,2 Trilyun per tahunnya. 
Berdasarkan hal tersebut di atas Temasek Holdings diduga telah 
melakukan pelanggaran sebagai berikut :   
a. Temasek Holdings Pte. Ltd memiliki saham mayoritas pada dua 
perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama 
pada pasar bersangkutan yang sama, sehingga melanggar pasal 27 
huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
b. PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mempertahankan tarif seluler 
yang tinggi, sehingga melanggar pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
c. Telkomsel menyalahgunakan posisi dominannya untuk membatasi 
pasar dan pengembangan teknologi, sehingga melanggar pasal 25 ayat 
(1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

















Atas dugaan pelanggaran tersebut KPPU melakukan pemeriksaan 
terhadap para Terlapor , yaitu : 
a. Temasek Holdings Pte. Ltd. Alamat: 60B Orchard Road, #06-18 
Tower 2, The Atrium@Orchard, Singapore 238891. 
b. Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. Alamat: 51 Cuppage 
Road #10-11/17, StarHub Centre, Singapore 229469. 
c. STT Communications Ltd.Alamat: 51 Cuppage Road #10-11/17, 
StarHub Centre, Singapore 229469. 
d. Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd. Alamat: 51 Cuppage Road 
#10- 11/17, StarHub Centre, Singapore 229469. 
e. Asia Mobile Holdings Pte. Ltd. Alamat: 51 Cuppage Road #10-11/17, 
StarHub Centre, Singapore 229469. 
f. Indonesia Communications Limited. Alamat: Deutsche International 
Trust Corporation (Mauritius) Limited, 4th floor, Barkly Warhf East, 
Le Caudian Waterfront, Port Louis Mauritius. 
g. Indonesia Communications Pte. Ltd. Alamat: 51 Cuppage Road #10-
11/17, StarHub Centre, Singapore 229469. 
h. Singapore Telecommunications Ltd. Alamat: 31 Exeter Road 
Comcentre #28-00, Singapore 2397. 
i. Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd. Alamat: 31 Exeter Road 
Comcentre #28-00, Singapore 23973. 
j. PT. Telekomunikasi Selular. Alamat: Wisma Mulia lt. 15, Jl. Jend. 
Gatot Subroto No 42, Jakarta 12710. 
Kesimpulan dari kasus kepemilikan saham silang (share cross 
ownership) antar perusahaan telekomunikasi oleh Temasek Holdings pada 
PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk. adalah : 
a. Struktur share cross-ownership Telkom dan Indosat di industri 
telekomunikasi seluler di Indonesia telah dihapus oleh pemerintah 
sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri No 72 Tahun 1999 dalam 
 
 
bentuk swap kepemilikan antara Telkom dan Indosat terhadap 
Telkomsel dan Satelindo yang terealisasi tahun 2001. 
b. Proses divestasi Indosat yang dilakukan oleh pemerintah pada akhir 
tahun 2002 menyebabkan beralihnya kepemilkan Indosat kepada STT 
yang merupakan anak perusahaan Temasek. Berdasarkan analisa yang 
dilakukan, terbukti bahwa Temasek memiliki kemampuan untuk 
mengendalikan Telkomsel dan Indosat, sehingga struktur share cross 
ownership pada pasar telekomunikasi seluler di Indonesia terbentuk 
kembali. Melalui dua anak perusahaannya, yaitu Sing Tel yang 
menguasai 35 % saham di Telkomsel dan STT yang menguasai 40,77 
% saham di Indosat. Dengan adanya penguasaan terhadap dua operator 
terbesar di Indonesia tersebut, Temasek menguasai 89, 61 % pangsa 
pasar industri telekomunikasi di Indonesia 
c. Share Cross ownership tersebut diikuti dengan tingginya konsentrasi 
struktur industri dan market power serta turunnya derajat kompetisi. 
Perilaku share cross ownership yang dilakukan oleh Temasek tersebut 
melanggar Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat.  
d. Meskipun masih di bawah price cap yang ditetapkan oleh pemerintah, 
akan tetapi tarif yang ditetapkan oleh Telkomsel adalah excessive. 
e. Penggunaan market power Telkomsel yang mengakibatkan turunnya 
derajat kompetisi dan excessive pricing pada layanan telekomunikasi 
seluler di Indonesia melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) 
b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 





H. Putusan KPPU terhadap Kasus Kepemilikan Saham Silang yang 
Dilakukan oleh Temasek Holdings pada PT Telkomsel dan PT Indosat 
Tbk. 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memeriksa dugaan 
pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai 
kepemilikan saham silang (Share Cross Ownership) antar perusahaan 
telekomunikasi yang dilakukan oleh Temasek Holdings pada PT Telkomsel 
dan PT Indosat Tbk. dan setelah Majelis Komisi membaca Laporan Hasil 
Monitoring, setelah mendengar keterangan Terlapor, setelah mendengar 
keterangan para saksi, setelah mendengar keterangan para saksi ahli, setelah 
melakukan penelitian terhadap surat-surat dan dokumen-dokumen dalam 
perkara ini, dan setelah melakukan penyelidikan terhadap kegiatan usaha 
Terlapor. 
Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang dimulai sejak tanggal 23 
Mei sampai dengan 27 September 2007 serta dengan adanya fakta yang 
terungkap dalam pemeriksaan serta kesimpulan dari Majelis Komisi yang 
telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup, maka berdasarkan Putusan 
KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007 dalam putusannya Majelis Komisi 
memutuskan : 
a. Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama 
dengan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT 
Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia 
Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, 
Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications 
Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd terbukti secara sah dan 
meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a UU No 5 Tahun 1999;  
b. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular terbukti secara sah 
dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999;  
 
 
c. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular tidak terbukti 
melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No 5 Tahun 1999;  
d. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama 
Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications 
Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings 
Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia 
Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan 
Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk menghentikan tindakan 
kepemilikan saham di PT. Telekomunikasi Selular dan PT.Indosat, 
Tbk. dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah 
satu perusahaan yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, 
Tbk. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan 
ini memiliki kekuatan hukum tetap;  
e. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama 
Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications 
Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings 
Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia 
Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan 
Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk memutuskan perusahaan 
yang akan dilepas kepemilikan sahamnya serta melepaskan hak suara 
dan hak untuk mengangkat direksi dan komisaris pada salah satu 
perusahaan yang akan dilepas yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau 
PT.Indosat, Tbk. sampai dengan dilepasnya saham secara 
keseluruhan sebagaimana diperintahkan pada dictum no. 4 di atas;  
f. Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada diktum d 
di atas dilakukan dengan syarat sebagai berikut 
1) untuk masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total 
saham yang dilepas;  
2) pembeli tidak boleh terasosiasi dengan Temasek Holdings, Pte. 
Ltd. maupun pembeli lain dalam bentuk apa pun;  
 
 
g.  Menghukum Temasek Holdings, Pte. Ltd., Singapore Technologies 
Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding 
Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia 
Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., 
Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile 
Pte. Ltd masing-masing membayar denda sebesar 
Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus 
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran 
di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat 
Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui 
bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan 
Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) 
h. Memerintahkan PT. Telekomunikasi Selular untuk menghentikan 
praktek pengenaan tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan selular 
sekurangkurangnya sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif yang 
berlaku pada tanggal dibacakannya putusan ini; 
i. Menghukum PT. Telekomunikasi Selular membayar denda sebesar 
Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus 
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran 
di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat 
Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui 
bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan 
Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). 
Demikian putusan yang telah ditetapkan melalui musyawarah dalam 
Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 19 November 2007 dan 
dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada 
hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syamsul 
Maarif, S.H., LL.M sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, 
Didik Akhmadi, Ak, M.Comm, Erwin Syahril, S.H. dan Dr. Sukarmi, S.H., 
M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh: Arnold 
 
 
Sihombing, S.H., M.H. dan M. Hadi Susanto, S.H. masing-masing sebagai 
Panitera. 
Dengan adanya putusan KPPU tersebut semakin memperjelas dan 
memperkuat bahwa dalam perkara tersebut menurut KPPU telah terbukti 
bahwa Temasek Holdings melakukan kepemilikan saham silang (Share Cross 
Ownership) pada PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk. dalam sektor 
telekomunikasi. Majelis hakim KPPU memutuskan Temasek sebagai induk 
beserta delapan anak perusahaan yang terlibat dalam kepemilikan saham di 
Telkomsel dan Indosat dinyatakan terbukti melakukan praktik monopoli. 
Telkomsel dinyatakan terbukti menjalankan praktik pengenaan tarif tinggi, 
sehingga diperintahkan menurunkan tarif sebesar 15 %, terhadap putusan 
KPPU tersebut mereka mengajukan banding.  
Vonis bersalah KPPU terhadap Temasek Holdings, Pte. Ltd cs dan 
Telkomsel, terus menuai protes. Para pihak Temasek cs, ramai-ramai 
berencana mengajukan banding. Tentu saja yang paling terpukul adalah 
Temasek. Temasek Holdings menegaskan pihaknya tidak bersalah dan akan 
melawan keputusan KPPU. Pihak Temasek menyatakan bahwa tidak memiliki 
saham di Indosat dan Telkomsel, dan tidak terlibat sama sekali dalam 
keputusan bisnis dan operasional mereka, Telkomsel merupakan perusahaan 
dikontrol oleh Pemerintah Indonesia yang juga memiliki saham di Indosat.  
Sikap sama ditunjukkan manajemen PT Telekomunikasi Selular 
(Telkomsel). Pada prinsipnya Telkomsel selalu patuh pada regulasi dan 
keputusan hukum, namun dalam rangka mendapatkan kejelasan Telkomsel 
akan mengajukan banding. Selama ini Telkomsel selalu patuh pada regulasi 
dan tidak merasa melakukan praktek pengenaan tarif yang tinggi. Karena 
pengenaan tarif Telkomsel mengacu pada peraturan Badan Regulasi 
Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Rencana Telkomsel didukung oleh 
Singapore Telecommunications (SingTel) yang akan mempertahankan 
investasinya di Indonesia dan siap melawan keputusan KPPU. Saat itu, 
 
 
SingTel memiliki 35 % saham Telkomsel melalui unit usaha yang dimiliki 
sepenuhnya, SingTel Mobile, sementara itu Temasek memiliki 56% saham 
SingTel. Sisa saham Telkomsel 65% dimiliki oleh PT Telekomunikasi 
Indonesia Tbk (Telkom). SingTel menegaskan pihaknya memiliki dewan 
direksi yang independen dan bisnisnya sama sekali tidak dikontrol dan 
dioperasikan oleh Temasek. Di lain pihak, sikap Singapore Technologies 
Telemedia (STT) tak kalah meradang dengan putusan KPPU. STT siap 
menantang KPPU demi melindungi investasinya di Indosat. STT selanjutnya 
akan melakukan review atas rincian keputusan tersebut dan mengambil upaya 
hukum selayaknya untuk melindungi investasinya di Indosat.  
Keputusan hukum yang dikeluarkan KPPU terkait dengan kasus 
kepemilikan saham silang oleh Temasek Holdings pada PT Telkomsel dan PT 
Indosat membuktikan bahwa Temasek Holdings telah melakukan kepemilikan 
saham silang yang melanggar Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Keputusan KPPU bukan untuk mematikan dunia usaha. Kepastian hukum 
merupakan hal yang penting, tapi juga harus menjamin adanya kepastian 
berusaha, dengan begitu para pelaku usaha tidak akan melanggar Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian 
sosial. Semua perkara yang ada di KPPU merupakan masalah hukum dan 
ekonomi. Artinya, di dalam lembaga itu ilmu hukum dan ekonomi kawin 











SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Ketentuan Larangan Kepemilikan Saham Silang antar Perusahaan 
Telekomunikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak secara konkrit 
mengatur mengenai kepemilikan saham silang, tetapi hanya mengatur 
mengenai kepemilikan saham pada para pelaku usaha, namun pada Pasal 
27 terdapat dua perspektif untuk menentukan ada tidaknya kepemilikan 
saham silang, yaitu perspektif minimalis dan maksimalis. Oleh karena itu, 
diperlukan pembuktian-pembuktian terhadap kasus yang terkait dengan 
adanya kepemilikan saham silang, karena sifatnya masih Rule of Reason, 
yaitu dituntut adanya pembuktian bahwa perbuatan tersebut menimbulkan 
kerugian sosial. 
Perusahaan telekomunikasi merupakan perusahaan yang berbentuk 
Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), maka perusahaan telekomunikasi  
wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang telah diatur pada 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
Kepemilikan saham silang antar perusahaan telekomunikasi bertentangan 
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) yang mengatur 
mengenai larangan kepemilikan saham silang oleh Perseroan baik secara 




Penyelenggaraan sektor telekomunikasi di Indonesia diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak mengatur 
secara eksplisit mengenai larangan kepemilikan saham silang (share cross 
ownership) antar perusahaan telekomunikasi, namun secara interpretasi 
luas sebenarnya terdapat larangan kepemilikan saham silang apabila 
kepemilikan saham tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat. Apabila kepemilikan saham tersebut 
tidak mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 
maka kepemilikan saham tersebut diperbolehkan. Hal tersebut diatur pada 
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, 
yaitu mengenai larangan dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang 
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi. 
2. Kasus Kepemilkan Saham Silang yang Dilakukan Oleh Temasek Holdings 
pada PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk Terkait dengan Larangan 
Kepemilikan Saham Silang antar Perusahaan Telekomunikasi Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Temasek Holdings melalui dua anak perusahaannya, yakni 
Singapore Telecomunications Ltd. (Sing Tel) memiliki 35% saham di 
Telkomsel dan Singapore Technologie Telemedia Pte. Ltd. (STT) 
memiliki 40,77% saham di Indosat. Padahal, pangsa pasar telepon seluler 
di Indonesia didominasi oleh Telkomsel dan Indosat, hingga 84,4%. 
Dengan penguasaan terhadap dua operator dengan share market terbesar di 
Indonesia itu, lembaga riset Indef menghitung, Temasek diperkirakan 
menguasai 89,61% pangsa pasar industri telekomunikasi di Indonesia. Hal 




3. Putusan KPPU terhadap Kasus Kepemilikan Saham Silang yang 
Dilakukan oleh Temasek Holdings pada PT Telkomsel dan PT Indosat 
Tbk. 
Keputusan hukum yang dikeluarkan KPPU terkait dengan kasus 
kepemilikan saham silang oleh Temasek Holdings pada PT Telkomsel dan 
PT Indosat membuktikan bahwa Temasek Holdings telah melakukan 
kepemilikan saham silang yang melanggar Pasal 27 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak sehat. Keputusan KPPU bukan untuk mematikan dunia 
usaha. Sanksi yang paling tepat untuk membuat jera investor adalah denda, 
bukan dengan menghukum supaya investor mengurangi bahkan 
melepaskan sahamnya di suatu perusahaan. Kepastian hukum merupakan 
hal yang penting, tapi juga harus menjamin adanya kepastian berusaha, 
dengan begitu para pelaku usaha tidak akan melanggar Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian sosial. 
B. Saran 
1. Pemerintah sebagai regulator dalam hal ini Ditjen Postel harus 
memberikan pengaturan yang jelas tentang penataan dan pembinaan sektor 
telekomunikasi dengan cara menerapkan regulasi telekomunikasi secara 
penuh pada penyelenggaraan layanan telekomunikasi di Indonesia 
terutama pada regulasi tarif. 
2. Pemerintah melalui lembaga legislatif harus melakukan revisi terhadap 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pada Pasal 27 
tentang Kepemilikan Saham, karena pada Pasal 27 tersebut belum terdapat 
aturan yang konkrit mengenai larangan kepemilikan saham silang. Oleh 
karena itu, pada Pasal 27 perlu diatur mengenai larangan kepemilikan 
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